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“Sungguh, Allah menyuruhmu meyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan
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adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah
Maha Mendengar, Maha Melihat”.

(Q.S.An-Nisa’: 58 )!
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B. Vocal
Vocal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia terdiri dari vocal tunggal atau
monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1. Vocal Tunggal

Tanda Nama Huruf Latin Nama
Fathah a A
Kasrah i I
Dammah u U
Contoh:
No Kata Bahasa Arab Transliterasi
1. A Zukira
2. ETIKY YaZhabu

2. Vocal Rangkap
Vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat
dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan Nama
Huruf huruf
s....) Fathah dan ya ai adan i
S Fathah dan wau au adanu
Contoh:
No Kata Bahasa Arab Transliterasi
1. “as Kaifa

2. dss Haula




3. Maddah

Maddah atau Vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat Nama Huruf dan Nama
dan Huruf Tanda
s....) Fathah dan alif a a dan garis di
dan ya atas
... Kasrah dan ya 1 i dan garis di
atas
S Dammah dan i u dan garis di
wawu atas
Contoh:
No Kata Bahasa Arab Transliterasi
1. Ja Qala
2. Jé Qila
3. Jsi Yaqulu

4. Ta’ Marbiitah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h, terkecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap
menjadi Bahasa Indonesia.

-

e Ditulis Hibbah

-

Ania Ditulis Jizyah

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta kedua bacaan itu terpisah, maka
ditulis dengan h.
YA S

Ditulis Karamah al-auliya’




b. Bila ta’ Marbitah dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis t.

halll 318

Ditulis

Zakatul fitri

5. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf gamariyah ditulis al-

5l

Ditulis

Al-Bagarah

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah

yang mengikutinya serta menghilangkan huruf | (el)-nya atau ditulis seperti

ketika diikuti huruf gamariyyah ditulis al-

39 Al 93

Ditulis

zawil furud/al-sama

aaud) dai

Ditulis

Asy-syams/al-syams

6. Kata dalam Rangkap Frase dan Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapanya atau dipisah seperti kata aslinya.

39 Al g3 Ditulis zaw1 furtid/ zaw1 a-furtid
) Ja) Ditulis Ahlussunnah/ ahl as-sunnah/ ahl
al-sunnah
7. Ya’nisbah jatuh setelah harakat kasrah ditulis iy
g Ditulis Manhajiy
e Ditulis Qauly
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ABSTRAK

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah
dipersiapkan dan ditetapkan terlebihi dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang
dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh
konsumen. Banyak pelaku usaha yang menggunakan klausula baku untuk transaksi di dunis
bisnis agar mempercepat kegiatan mereka menawarkan produk barang maupun jasa. Klausula
baku sering kita temui pada tiket parkir yang menyatakan bahwa “kerusakan dan kehilangan
barang dalam kendaraan jadi tanggung jawab pemilik (tidak ada penggantian)”. Tempat
parkir kendaraan bermontor menjadi kebutuhan bagi pemilik kendaraan, karena parkir harus
mendapat perhatian yang serius, terutama mengenai peraturannya. Salah satu hal yang
penting dalam pengelolaan parkir adalah mengenai masalah perlindung bagi konsumen
pengguna jasa parkir mengenai keamanan kendaraan yang diparkir di tempat parkir, namun
adanya klausula baku tersebut sering kali malah merugikan konsumen, yang seharusnya
menjadi tanggung jawab pelaku usaha berpindah menjadi tanggung jawab konsumen.
kerangnya pemahaman konsumen dalam mengetahui hak-haknya mereka mengakibatkan
mereka dalam kedudukan yang lemah. Dalam Hukum Islam perjanjian disebut Akad,
menurut pihak parkir hukum parkir menggunakan akad ijarah atau sewa menyewa dan akad
wadiah atau titipan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai
berikut : (1) bagaimana tinjuan hukum positif terhadap pencantuman klausla baku pada tiket
parkir di RSUP Dr. Kariadi Semaran. (2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap
pencantuman Klausula Baku pada tiket parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Dan bersifat deskriptif
dengan pendekatan induktif. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan
bidang perpakiran dan pengguna parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang. Sedangkan data
sekunder diperoleh penulis dari buku-buku figh muamalah, hukum perlindungan konsumen,
jurnal, KUHPerdata, dan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan penulis bahwa Pasal 18 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa penerapan
klausula baku yang tencantum dalam tiket parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang yang
merugikan konsumen, karena menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
Klausula baku yang dicantumkan oleh pelaku usaha tidak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
karena jurangnya pemahaman dari kedua belah pihak akan peraturan tersebut menjadikan
konsumen dan pelaku usaha tidak memahami hak dan kewajibannya masing-masing. Oleh
karena itu klausula baku tersebut batal demi hukum dan pihak parkir RSUP Dr Kariadi
Semarang wajib menyesuaikan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. dalam
hukum Islam klausula baku tersebut melanggar asas-asas akad yaitu asas ibahah atau sebab
yang halal, Asas Konsensuakisme, asas kebebasan, dan asas keadilan. Dan menurut penulis
akad yang digunakan parkir adalah akad wadi’ah atau titipan, bukan akad ijarah atau sewa
menyewa.

Kata Kunci: Klausula Baku, Tiket Parkir, Hukum Positif, Hukum Isam
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Klausula Baku atau perjanjian baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan
syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh
pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat
dan wajib dipenuhi oleh konsumen.? Perjanjian baku atau klausula baku tersebut bersifat
“baku” karena baik perjanjian maupun klausula tersebut tidak dapat dinegoisasikan oleh
pihak lain. Dalam praktek kegiatan usaha, klausula baku dibuat oleh pelaku usaha dan
konsumen sebagai pihak yang mau tidak mau harus menyetujui perjanjian tersebut.
RSUP Dr Kariadi adalah salah satu rumah sakit terbesar di Semarang dalam menerapkan
parkir pihak pengelola parkir mencantumkan klausula baku pada tiket parkir yang isi
perjanjiannya berbunyi :

“kerusakan dan kehilangan barang dalam kendaraan jadi tanggung jawab
pemilik (tidak ada penggantian)”

Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen membatasi pencantuman klausula baku dengan menyatakan
pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.?

UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa
factor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran mereka akan
hak-haknya dalam perjanjian masih rendah.* Klausula Baku yang dicantumkan pada tiket
parkir di RSUP Dr Kariadi tersebut seakan-akan mengalihkan tanggung jawab pengelola

parkir atas kehilangan yang mereka lakukan sewaktu-waktu.

2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pasal 18
4 Andhika Wijaya, Aspek Hukum Bisnis Trasportasi Jalan Online, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016),hlm. 111.
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Hukum Islam perjanjian disebut akad, para ahli hukum Islam mendefinisikan
akad sebagai pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara’ yang
menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.

Menurut kaidah Ushul figih, perintah dalam ayat ini (kata aufu) menunjukkan
wajib. Artinya memenuhi akad itu hukumnya wajib.Dalam ayat ini "akad" disebutkan
dalam bentuk jamak yang diberi kata sandang "al" (al-uqud), secara bahasa berarti
ikatan, mengikat.> Dengan demikian dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa akad itu
bersifat mengikat antara satu orang dengan orang lain dan akad-akad itu wajib dipenuhi.
Problem parktik perpakiran akad yang digunakan adalah akad wadi’ah (titipan) dan akad
ijarah (sewa menyewa).

Wadi’ah adalah akad antara pemilik barang (mudi) dengan penerima barang
(wadi’) untuk menjaga barang titipan (ida’) dari kerusakan atau kerugiannya. Wadi’ah
juga memiliki rukun dalam melaksanakan akadnya ,° rukun wadi’ah ada tiga yaitu: orang
yang berakad terdiri atas penitipan dan menerima titipan (wadi’ dan muwadi’), sesuatu

yang dititipkan (wadi’ah atau muwada’) dan shighat (ijab dan kabul).

Akad wadi’ah dari segi tanggung jawabnya terdiri dari dua macam yaitu, akad
wadi’ah yad al-dhamanah dan akad wadi’ah yad al-amanah. Dalam akad wadi’ah yad al-
dhamanah dapat menggunakan objek wadi’ah tanpa seizin muwaddi, sedangkan wadi’ah

yad al-amanah tidak dapat mengg unakan objek wadi’ah kecuali atas seizin muwaddi.’

ljarah adalah (sewa menyewa) tukar menukar sesuatu dengan disertai imbalan
(ujrah). Rukun ijarah ada empat yaitu orang yang berakad, sewa/imbalan, manfaat dan

shighat (ijab dan gabul).® Segi objeknya ijarah terbagi menjadi dua macam yaitu bersifat

5 Harun, Figh Muamalah, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 31

6 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari’ah, (Jakarta: Azkia Publishert, 2009), him.31.
7 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalah (Jakarta: Amzah, 2010), 455-457

8 Mardani, Figh Ekonomi Syari’ah, (Jakarta: Kencana, 2012) him. 248



manfaat (ijarah ‘ala al-manafi’) dan ijarah yang bersifat pekerjaan (ijarah ‘ala al-‘amaal

ijarah).’

Wadi’ah dan ljarah merupakan akad yang berbeda, sehingga dalam pelaksanaan
akadpun berbeda, parkir sering disangkut — pautkan dengan kedua akad ini, terkait
dengan tanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang yang terjadi sewaktu-

waktu, kedua akad ini memiliki cara penyelesaian yang berbeda.

Pencantuman klausula baku pada tiket parkir kendaraan sangat tidak
menguntukan bagi konsumen, melainkan malah merugikan konsumen. Seolah-olah
pengelola parkir mengalihkan tanggung jawab agar terhindar dari ganti rugi ketika ada

kerusakan maupun kehilangan kendaraan milik konsumen.

Padahal menurut ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan ayat (3) UndangUndang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk
diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap
dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku
usaha "0

“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen
atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2)
dinyatakan batal demi hukum . '*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pasal 1494 yang berbunyi:
“meskipun telah diperjanjikan bahwa sipenjual tidak akan menanggung apa pun, namun
ia tetap bertanggung jawab tentang apa yang berupa akibat dari suatu perbuatan yang
dilakukan olehnya, segala persetujuan yang bertentangan dengan ini adalah batal.

UUPK tersebut bahwa perjanjian baku tidak boleh mengalihkan tanggung

jawabnya ke konsumen dan apabila terdapat perjanjian baku yang mengalikan tanggung

% Ghufron Ajib, Figh Muamalah 11 Kontempore-Indonesia, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), him. 28.
10 Pasal 18 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

11 Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1494



jawanbnya ke konsumen dinyatakan batal demi hukum. Pasal 1494 KUH perdata

melakukan pembatasan agar tidak merugikan pihak lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik mencoba meneliti
masalah tersebut dan mengkaji lebih lanjut dalam sebuah skripsi dengan judul
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencantuman Klausula Baku Pada Tiket

Parkir Di RSUP Dr. Kariadi Semarang”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif terhadap Pencantuman Klausula Baku pada Tiket
Parkir di RSUP Dr Kariadi ?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pencantuman Klausula Baku pada Tiket
Parkir di RSUP Dr Kariadi ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pencantuman klausula baku pada
tiket parkir di RSUP Dr Kariadi.

2. Untuk mengetahui tunjauan hukum positif terhadap pencantuman klausula baku pada
tiket parkir di RSUP Dr Kariadi.

Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
Untuk memberikan saran dan masukan dalam permasalahan terhadap klausula baku
dari sudut pandang hukum islam dan hukum positif kepada masyarakat umum dan
kepada peneliti untuk menghasilkan penelitian terbaru.

2. Secara Praktis
Untuk memberikan informasi, bahan masukan serta referensi yang berguna bagi para

pelaku, pemerintah,lembaga maupun usaha dalam bidang layanan jasa parkir.



3. Memberikan pengetahuan dan wawasan tambahan bagi penulis serta informasi bagi
Gelar Sarjana di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negri Walisongo Semarang.

E. Telaah Pustaka

Untuk mendukung dan menghindari kemungkinan adanya pengulangan penelitian
yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya serta membuktikan bahwa judul ini
belum pernah dijadikan sebagai objek penelitian, maka penulis melakukan penelusuran
terhadap peneliti terdahulu, diantaranya yaitu:

Skripsi yang disusun oleh M. Ni’am Al-Faiz yang berjudul “penyelenggaraan
perpakiran di Kota Yogyakarta (Studi Pelaksanaa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta
Nomor 18 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan perpakiraan)” membahas tentang
pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang penyelenggaran perpkiran
di kota Yogyakarta dan mengetahui faktor apa sajakah yang menyebabkan Peraturan
Daerah Kota yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan perpakiran
belum berjalan dengan maksimal.®?

Skripsi yang disusun oleh Andi Muh. Rahmat Rivai berjudul “Tanggung Jawab
Parkir Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Parkir” membahas tentang tanggung jawab
pengelola sebagai layanan jasa parkir yang disesuaikan dengan Undang-Undang
Perlindungan Konsumen dengan menjaga hak dan kewajiban dari konsumen tersebut.*

Skripsi yang disusun oleh Nailin Ni’mah M yang berjudul “Tinjauan Hukum
Islam Terhadap Klausula Baku dalam praktik Jual Beli di Toko-Toko Modern di Kota

Yogyakarta” membahas tentang hak khiyar atau tawar menawar dalam prespektif hukum

18 M. Ni’am, “penyelenggaraan perpakiran di Kota Yogyakarta (Studi Pelaksanaa Peraturan Daerah Kota
Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan perpakiraan), Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

4 Andi Muh. Rahmat Rivai, “Tanggung Jawab Parkir Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Parkir”, SKripsi,
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2016.



islam, sedangkan penelitian ini meneliti lebih lanjut akad muamalah yang digunakan
dalam kegiatan parkir.t®

Skripsi yang disusun oleh Rachmnto Setahu yang berjudul “Kendala Dinas
Perhubungan Dalam Mengawasi Dan Memberi Pembinaan Bagi Pengelola Parkir Untuk
Mencegah Penggunaan Klausula Eksonerasi Pada Karcis (Studi Di Paguyuban Jasa
Parkir Kota Malang)” membahas tentang bagaimana peran Dinas Perhubungan Kota
Malang dalam pembuatan dan penerapan karcis yang sifatnya mengandung Klausula
Eksonerasi dalam perjanjian baku yang sering digunakan dalam layanan jasa parkir.®

Skripsi yang disusun oleh Buyung Ari Rusandi yang berjudul “Tinjauan Hukum
Islam Terhadap Tanggung Jawab Pengelola Jasa Perpakiran (Studi Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang penyelenggaran
perpakiraan)” membahas tentang tanggung jawab pengelola jasa parkir dilihat dari
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan
Perpakiran.t’

Dari beberapa skrispsi yang telah dijabarkan, yang menjadi titik perbedaan antara
penelitian yang sudahada dengan penelitian ini adalah penlis akan meninjau dari aspek
terhadap pencantuman klausula baku ada tiket parkir kendaraan dan memberi penjelasan
mengenai pencantuman klausula baku yang bertentangan dengan asas-asas dalam akad
serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen untuk

memperkuat analisis penulisan penelitian tersebut.

15 Nailin Ni’mah M, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Klausula Baku dalam praktik Jual Beli di Toko-Toko
Modern di Kota Yogyakarta”, Skripsi, Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

16 Rachmnto Setahu, Kendala Dinas Perhubungan Dalam Mengawasi Dan Memberi Pembinaan Bagi Pengelola
Parkir Untuk Mencegah Penggunaan Klausula Eksonerasi Pada Karcis (Studi Di Paguyuban Jasa Parkir Kota Malang)”,
Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013.

17 Buyung Ari Rusandi, “Kendala Dinas Perhubungan Dalam Mengawasi Dan Memberi Pembinaan Bagi
Pengelola Parkir Untuk Mencegah Penggunaan Klausula Eksonerasi Pada Karcis (Studi Di Paguyuban Jasa Parkir Kota
Malang)”, Skripsi, Sarjana Universitas Islam Negri Sunan Kalijahs, 2010.



F. Metodolagi Penelitian
Metodolagi analisis yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan penelitian
kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan
fenomena yang dilakukan dan dengan jalan melibatkan metode yang ada.'®
Metode adalah cara untuk melakukan sesuatu yang tepat dengan menggunakan
akal pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Cholid Narbuko dan Ahmadi yang
dimaksud metode adalah pemikiran sistematis mengenai berbagai jenis permasalahan
yang pemahamannya memerlukan data dan penafsiran fakta berikut metode penelitian
dalam skripsi ini:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (field
reseach) yaitu pengumpulan data-data yang dilakukan dengan cara penelitian
ditempat terjadinya segala yang diselidiki.*® Lokasi penelitian ini bertempat di tempat
parkir di RSUP Dr Kariadi.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang
menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait atau melukiskan
secara sistematis fakta-fakta dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.?® Guna
menggambarkan, menguraikan serta menganalisis data secara jelas.
3. Sumber Data
Menurut Suharsimi Arikunto sumber data adalah sebjek darimana data dapat

diperoleh.?

18 |_exi J Moloeng, Metodolagi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009)

19 Herry Widyastono, Metodologi Penelitian llmiah Dan Alamiah, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 2007.
20 prof. Dr. M.E, winarto, M.Pd, Metodologi Penelitian dalam Pendidikan Jasmani, (Malang: UM Press, Cet I)
21 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013)



a. Sumber Data Primer
Sumber data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari
perorangan seperti wawancara (interview) atau hasil observasi. Data primer yang
digunakan penulis adalah hasil wawancara (interview) yang dilakukan terhadap
bidang perparkir dan pengguna parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang

b. Sumber Data Sekunder adalah buku dan tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan
objek penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan penulis
adalah hukum perlindungan konsumen, figh muamalah, figh muamalah (Maliyah),
figh muamalah (kontemporer), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
perlindungan konsumen, jurnal hukum replik , jurnal of Islamic stundies

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (Interview)

Wawancara (Interview) adalah sebuah teknik pengumpulan data untuk
mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada pihak responden.
Penulis akan menggunakan wawancara takterstruktur yaitu wawancara yang tidak
berpedoman pada daftar pertanyaan. Dalam hal ini penulis akan melakukan
wawancara langsung kepada pihak bidang perpakiran RSUP Dr. Kariadi Semarang
dengan pengguna parkir.

b. Dokumentasi
Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data
tertulis atau gambar. Penulis akan menggunakan print out tiket, foto, dokumen,
peraturan-peraturan parkir di RSUP Dr Kariadi dan lain-lain yang berkaitan

tentang dengan penelitian ini.



Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematif data yang
diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga
dapat dipahami dan memperoleh informasi yang bermanfaat untuk orang lain.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif
upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data,
dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesikannya,
mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang
dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan mengelompokkan data
menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan kemudian dihubungkan
denga teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum sehingga dapat membuktikan
apakah pencantuman klausula baku di RSUP Dr Kariadi Semarang melanggar
kententuan-ketentuan hukum islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen.

Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini disajikan guna memberikan gambaran secara
menyeluruh mengenai penelitian ini sesuai dengan aturan dalam penulisan dan
memperoleh pemahaman mengenai seluruh penulisan yang penulis sampaikan dalam
penelitian ini. Adapun sistematika penulisan dan penulisan ini adalah:

Bab I, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, krangka

teori, metode penelitian, sistematika penulisan.
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Bab II, yaitu landasan teori tentang klausula baku atau perjanjian baku,
perlindungan konsumen, akad wadiah dan ijarah. Bab ini tiga sub yang pertama
adalah tentang klausula baku atau perjanjian baku, kedua perlindungan konsumen,
akad wadiah dan ijarah.

Bab 111, yaitu kajian lapangan tentang pencantuman klausula baku pada tiket
parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang. Bab ini meliputi gambaran umum tentang
parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang dan penerapan klausula baku di RSUP Dr.
Kariadi Semarang.

Bab 1V, yaitu analisis pencantuman klausula baku pada tiket parkir di RSUP
Dr. Kariadi Semarang perspektif hukum islam dan hukum positif.

Bab V, merupakan penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran.



BAB Il

KETENTUAN UMUM TENTANG KLAUSULA BAKU, PERLINDUNGAN
KONSUMEN, AKAD WADI’AH DAN IJARAH

A. Klausula Baku atau Perjanjian Baku
1. Pengertian Klausula Baku

Undang-undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 pasal 1 tentang
perlindungan konsumen, klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-
syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh
pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat
dan wajib dipenuhi oleh konsumen. 2

Pengaturan mengenai pencatuman klausula baku dalam undang-undang
Perlindungan Konsumen dimaksudkan agar setara dengan pelaku usaha berdasarkan
prinsip kebebasan berkontrak. Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya
dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir dan hampir seluruh klausulanya
dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang
untuk merundingkan atau meminta perubahan.?

Menurut Hondius, perjanjian baku adalah konsep janji-janji tertulis yang disusun
tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian
yang sifatnya tak tertentu. Perjanjian baku menimbulkan kerugian terhadap konsumen
yang berada pada posisi yang daya tawarnya lemah.?*

Menurut Sutan Remy Sjahedeini, istilah lain dari perjanjian baku adalah

perjanjian adhesi, yang diartikannya sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausul-

22 Undang-undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 pasal 1 tentang perlindungan konsumen.

23 M. Syamsudin & Fera Aditias Ramadani, “Legal Protection For Consumers In Term Of The Implementation Of
Standardized Clause”, Journal Of Islamic Studies, Maret 2018, 94.

24 Masyanti Sinaga, Achmad Busro & Dewi Hendrawati, “Tinjauan Yuridis Atas Penggunaan Klausula Eksonerasi
Dalam Perjanjian Baku Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Oleh PT Citra Van Titipan Kilat (TIKI)”, http://www.ejournal-
sl.undip.ac.id/index.php/dir/, 2016.

11


http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/
http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

12

klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak
mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.?
2. Ciri-ciri Perjanjian Baku

a. Bentuknya tertulis, bentuk perjanjian meliputi naskah perjanjian secara
keseluruhan dan dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku.

b. Formatnya dibakukan, format perjanjian meliputi model, rumusan, dan ukuran
dibekukan, sehingga tidak dapat diganti, dirubah atau dibuat dengan cara lain
karena sudah dicetak.

c. Ditentukan oleh pelaku usaha secara sepihak, perjanjian yang pernyataannya
ditentukan sendiri secara sepihak oleh pelaku usaha atau organisasi pelaku usaha,
maka sifatnya lebih menguntungkan pihak pelaku usaha daripada konsumen.

d. Konsumen hanya dapat menerima atau menolak, jika konsumen menerima syarat-
syarat perjanjian yang ditawarkan, maka harus menandatangi perjanjian tersebut.
Penandatangan perjanjian tersebut; menunjukkan bahwa konsumen bersedia
bertanggung jawab yang seharusnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Jika
konsumen tidak setuju dengan perjanjian tersebut, maka ia dapat menolak tetapi
tidak dapat melakukan negoisasi yang sudah di buat oleh pelaku usaha.

e. Selalu menguntungkan pelaku usaha, perjanjian baku dirancang secara sepihak
oleh pihak pelaku usaha, sehingga perjanjian yang dibuat dengan cara demikian
isinya akan menguntungkan pihak pelaku usaha.?

3. Jenis-jenis Perjanjian Baku
Mariam Darus Badrulzaman membedakan klausula baku atau perjanjian baku

menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

25 |bid.
% Nizla Rohaya, Pelanggaran Penggunaan Klausula Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dalam
Perlindungan Konsumen, Jurnal Hukum Replik, vol. 6,n0.1, Maret 2018, 25-26
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a. Perjanjian baku sepihak, yaitu perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh pihak

yang kuat kedudukannya dalam perjanjian tersebut.

b. Perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah, yaitu perjanjian baku yang

mempunyai objek berupa hak-hak atas tanah.

c. Perjanjian baku yang sudah ditentukan di lingkungan notaris atau advokat, yaitu

perjanjian yang sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari

anggota masyarakat yang meminta bantuan notaris atau advokat yang

bersangkutan.?’

4. Ketentuan pencantuman Klausula Baku

a. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan jasa yang ditunjukan untuk

diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap

dokumen dan perjanjian apabila:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang
yang dibeli konsumen.

Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang
yang dibayarkan atas barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen.

Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara
langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak
yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau
pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.

Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau

mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.

27 Masyanti Sinaga, Achmad Busro & Dewi Hendrawati, Tinjauan Yuridis, 1
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7) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru,
tambahan, lanjutan dan pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku
usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

8) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk
pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang
yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

b. Pelaku usaha dialrang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya
sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit
dimengerti.

c. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau
perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada huruf (a)
dan (b) dinyatakan batal demi hukum.

d. Pelaku usaha wajib menyatakan klausula baku yang bertentangan dengan undang-

undang ini.?8

Dalam ketentuan pasal tersebut, larangan penggunaan klausula baku dikaitkan
dengan dua hal, yaitu isi atau material dan bentuk tulisannya. Dari segi materinya,
pada saat pembuataan klausula baku dilarang memuat ketentuan yang tidak adil,
sehingga hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Sedangkan dari
segi penulisannya, klausula itu harus dinyatakan secara jelas sehingga dapat dipahami

oleh konsumen.?®

Disamping itu, Undang-undang tersebut juga mewajibkan pelaku untuk
mengikuti ketentuan yang berlaku dalam menyusun klausula baku. Apabila dalam

kenyataan pelaku usaha menyalahi ketentuan yang berlaku, maka klausula baku

28 Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
29 Burhaduddin, Pemikiran Hukum, 27
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dinyatakan batal demi hukum. Artinya klausula baku yang telah dibuat secara sepihak
itu dianggap tidak ada karena belum mempunyai kekuatan hukum. Berdasarkan asas
kebebasan (hurriyah at-Ta’aqud), larangan tersebut dimaksudkan untuk menempatkan

kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha agar tidak mengalami kerugian.*

B. Perlindungan Konsumen
1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang
perlindungan konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin
adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.3!
Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang
mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan
penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam
penghidupan bermasyarakat. Tegasnya hukum perlindungan konsumen merupakan
keseluruhan peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan hakim yang
substansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen.®?

Ada juga yang berpendapat, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian
dari hukum konsumen yang lebih luas itu. AZ. Nasution berpendapat bahwa hukum
konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah bersifat mengatur, dan juga
mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum
konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas kaidah-kaidah hukum yang
mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan

dengan barang atau jasa konsumen. di dalam pergaulan hidup.®®

%0 1bid

31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

32 Haris Hamid, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Makassar: Sah Medika, 2017)
33 Celina Tri Kristiyani, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Sinar Grafika)
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Dalam hal ini terkait dengan pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
yang berbunyi “segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan
melindungu konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini undangkan
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan tidak bertentangan
dengan ketentuan dalam UU ini.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang
perlindungan konsumen, Konsumen adalah setiap pemakai barang atau jasa yang
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain
maupun makhluk hidup dan tidak untuk di perdagangkan.3*

Menurut Philip Kotler dalam bukunya principles of marketing, konsumen adalah
semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa
untuk dikomsumsi pribadi.*®

Menurut Hornby konsumen (consumer) adalah seseorang yang membeli barang
atau menggunakan jasa. Seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang
tertentu atau menggunakan jasa tertentu. Sesuatu atau seseorang yang menggunakan
suatu persediaan atau sejumlah barang. Setiap orang yang menggunakan barang atau
jasa.%

. Asas Perlindungan Konsumen

a. Asas Manfaat adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam
menyelenggarakan perlindungan konsemen harus memberikan manfaat sebesar-
besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

b. Asas Keadilan yaitu agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara
maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk

memperoleh haknya dan melaksanakan secara kewajibannya secara adil.

34 Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
35 Rosmawati, Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Kosumen, (Depok: Prenadamedia, 2018)
86Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana, 2016)
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Asas Keseimbangan yaitu untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan
konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.

Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen yaitu untuk memberikan jaminan
atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian,
dan pemanfaatan barang dan jasa yang dikomsumsi atau digunakan.

Asas Kepastian Hukum vyaitu agar pelaku usaha maupun konsumen menaati
hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan

konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.*’

3. Hak-hak Konsumen

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen hak-hak konsumen

sebagai berilut:

a.

Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang
dan jasa.

Hak untuk memeilih barang dan jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut
sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang atau jasa.

Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang
digunakan.

Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak untuk mendapat pembinanaan dan pendidikan konsumen.

Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara bener dan jujur serta tidak

diskriminatif.

37 Haris Hamid, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, 28-29



18

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian, apabila barang
atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana
mestinya.

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.3®

Undang-undang perlindungan konsumen pada dasarnya bukan merupakan
awak dan akhir hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sebab
sampai terbentuknya undang-undang perlindungan konsumen ini telah beberapa
undang-undang yang materinya tentang kepentingan konsumen seperti:

a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang penetapan peraturan
pemerintah penggantian undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang barang
menjadi undang-undang.

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang hygiene.

¢. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan.

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang kesehatan.*®

4. Kewajiban Konsumen

Dalam Undang-undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Konsumen Pasal

5 kewajiban konsumen sebagai berikut:

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan produser pemakaian atau
pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

Sebelum konsumen memakai produk atau barang dan/atau jasa, maka ia harus

membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakai barang

dan/atau jasa tersebut. Informasi tentang produk sangat penting bagi seorang
konsumen, hal ini bertujuan agar dapat mengerti tentang keadaan barang dan/atau

jasa itu tidak membahayakan ketika digunakan.

38 Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
39 Muhammad dan Alimin, Etika dan Perundangan Konsumen Dalam Ekonoml Islam BPFE, (Yogyakarta: 2004),
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b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa.
Kewajiban yang harus diikuti konsumen adalah beritikad baik ketika ia
mengadakan transaksi pembeliaan suatu produk barang/atau jasa. Konsumen
dituntut kejujuran dan berinteraksi dengan pelaku usaha. Konsumen yang tidak
beritikad baik sehingga mengakibatkan mengalami kerugian besar.

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
Setelah menjadi kesepakatan dalam transaksi antara konsumen dan pelaku usaha,
maka konsumen harus memenuhi kewajiban dengan membayar barang dan/atau
jasa yang diperlukan itu sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara
patut.
Setiap perselisihan antara konsumen dan penyedia produk kkonsumen (barang
dan/atau jasa konsumen) dalam hubungan satu sama lainnya, mengenai produk

konsumen tertentu.*®

Disamping hak-hak konsumen dalam pasal 4 UUPK, juga terdapat hak-hak dan
kewajiban pelaku usaha pasal 6 dan pasal 7 UUPK. Pelaku usaha adalah setiap orang
perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan
badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam
wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama
melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang

ekonomi.*!

40 Nasution, Konsumen dan Hukum (Tinjauan Sosvou, Ekonomi dan Hukum pada Perundangan Konsumen Indonesia),
(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), 178

41 Abdul Halim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran (Banjarmasih:
FH Unlam Press), 34
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Dalam Pasal 6 No 8 Tahun 1999 UUPK hak-hak pelaku usaha sebagai berikut :

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepaktan mengenai
kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdaganggakan.

b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang
beritikad tidak baik.

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutunya di dalam penyelesaian hukum
sengketa konsumen.

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian
konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 42

Hak salah satu pihak akan menjadi kewajiban pihak lain, dan begitu pula
sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi hak pihak lain, karena itu selain hak,
pelaku usaha mempunyai kewajiban-kewajiban yang telah tercantum dalam pasal 7

UU No.8 Tahun 1999, antara lain:

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

b. Memberi informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan
pemeliharaan.

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif.

d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdaganggan

berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

11

42 Burhanuddin, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen &Sertifikat Halal (Malang: Uin Maliki Press, 2011),
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e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba
dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang
dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan.

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau
jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. 43

C. AKAD
1. Pengertian Akad
Kata akad berasal dari bahasa Arab al-‘aqd yang secara etimologi berarti
perikatan, perjanjian, dan permufakatan (al-ittifag).** Kata ‘agad dalam istilah bahasa
berarti ikatan dan tali pengikat. Makna akad diterjemahkan secara bahasa sebagai:

“menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara beberapa ujung sesuatu”.

Pengertian akad secara terminologi figh adalah perikatan antara ijab (penawaran)

dengan kabul (penerima) secara yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhoaan

(kerelaan) kedua belah pihak.*®

Para ahli hukum Islam (Jumhur Ulama) memberi definisi menurut Anwar

Akad sebagai pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara’ yang

menimbulkan akibat hukum terhadap objekny. Menurut Mas’adi Akad adalah

pertemuan ijab dan gabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk

melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Menurut Ash-Ahiddieqy Akad

43 Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, (Lembaran Negara Rl Tahun 1999, Nomor 42)
44 Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan & Sapiudin Shidig, Figh Muamalat, (Jakarta: Kencana. 2010), 50
45 Harun, Figh Muamalah, (Surakarta; Muhammadiyah University Press, 2017), 31
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merupakan keterkaitan antara keinginan atau statemen kedua pihak yang dibenarkan
oleh syara’ dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu.

Menurut Djuwaini makna akad secara syar’i yaitu: “hubungan antara ijab dan
gabul dengan cara dibolenkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara
langsung.” Jika terjadi ijab dan gabul dan terpenuhi semua syarat yang ada, maka
syara’ akan menganggap ada ikatan diantara keduannya dan akan terlihat hasilnya
pada barang yang diakadkan berupa harta yang menjadi tujuan kedua belah pihak
membuat akad.*’

Berdasarkan definisi-definisi akad di atas menunjukkan bahwa, akad
merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya suatu
hukum. ljab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah
jawaban persetujuan yang diberikan mitra sebagai tanggapan terhadap penawaran
pihak yang pertama. Akad tidak akan terjadi apabila pernyataan kehendak masing-
masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak
kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.*®

2. Asas-Asas Akad
a. Asas Ibahah
Dalam kaidah hukum Islam; “pada asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan
sampai ada dalil yang melarangnya”. Jadi maksut dari kaidah tersebut adalah
bahwa segala tindakan muamalah adalah sah dilakukan sepanjang tidak ada
larangan tegas atas tindakan itu. Tindakan hukum dan perjanjian apa pun dapat

dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut.

46 1hid, 32
47 Mahmudatus Sa’diyah, Figh Muamalah Il Teori dan Praktik, (Jepara: Unisnu Press, 2019), 3
48 Harun, Figh Muamalah, 32
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b. Asas Kebebasan
Asas ini mengandung prinsip bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis
apapun tanpa terikat oleh nama-nama akad yang telah ditentukan oleh syara’ dan
boleh memasukkan klausul-klausul apapun ke dalam akad yang dibuatnya sesuai
dengan kepentingan para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan syari’at.

Firman Allah dalam Surat Al-Maidah (5) ayat 1:

L) o) g 140 a3 il 15830 1 00 gl

-

2
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“Wahai orang-orang yang beriman, penuhillah agad-agad (perjanjian-

perjanjian)”. (Q.S. 5 [Al Maidah]: 1)

Jadi maksut dari ayat ini bahwa orang boleh membuat akad dan melakukan
akad apa saja asalkan akad itu wajib dipenuhi.

Asas tersebut, juga didasarkan pada hadits Nabi saw: “Barang siapa menjual
pohon kurma yang sudah dikawinkan, maka buahnya adalah untuk penjual (tidak
ikut terjual), kecuali apabila pembeli masyarakat lain”. Kandunga hadist ini
terdapat pada pasal 1447 KUHPerdata yang menentukan bahwa barang harus
diserahkan di tempat, dimana barang itu berada pada saat terjadi jual beli. Asas
Kebebasan berkontrak di dalam hukum Perdata Indonesia diatur oleh pasal 1338
yang prinsipnya para pihak berhak menentukan apa yang tidak dicantumkan di
dalam naskah perjanjian, tetapi bukan berarti tanpa batas.

c. Asas Konsensuakisme
Asas ini menyatakan bahwa terciptanya suatu akad (perjanjian) cukup dengan

terciptanya kata sepakat antara pihak, tidak boleh ada tekanan, penipuan,

misstatement. Firman Allah Swt dalam surah an-Nisa’ (4) ayat 29:
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“Wahai orang-orang yang beriman, jangalah kamu makan harta sesamamu
dengan jalan bathil, kecuali (jika makan harta itu dilakukan) dengan cara
tukar-tukar berdasarkan perizinan timbal balik”. (Q.S. 4 .[An Nisa’]: 29)
Ayat ini menunjukan bahwa setiap pertukaran secara timbal balik
(perdagangan) diperbolehkan dan sah selama didasarkan pada kesepakatan kedua
belah pihak. Asas Konsensualisme ini juga didasarkan pada kaidah hukum Islam:
“pada asasnya perjanjian (akad) itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat
hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji”.
. Asas Mengikat
Dalam kaidah Ushul Figh disebutkan bahwa “perintah itu pada asasnya

menunjukkan wajib”. Kaidah ini menunjukkan bahwa perjanjian akad itu mengikat

dan wajib dipenuhi, sebagaimana disebutkan dalam Al-qur’an al-Isra’ (17) ayat 34:
Yiadaa O 3gadl ) 3gall 1925 15

“..dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintakan pertanggung

jawabannya”. (Q.S. 17 [Al Isra’]: 34)

Asas mengikat ini di dalam Hukum perdata di Indonesia diatur oleh pasal 1338
ayat 1: “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang
bagi mereka yang membuatnya”.

. Asas Keseimbangan
Dari asas ini, hukum muamalah melarang transaksi (akad) riba, di mana dalam

konsep riba, debitur yang memikul risiko atas kerugian usaha, sedangkan kreditor

bebas dan tetap mendapatkan presentase tertentu.
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f. Asas Maslahah
Asas ini merupakan maqoshidut tasyri’ yang mengandung prinsip bahwa
setiap transaksi muamalah yang dilakukan para pihak harus bertujuan untuk
mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemadhorotan (kerugian) atau keadaan
yang memberatkan. Dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang
tidak diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak
bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan
disesuaikan dengan batas-batas yang masuk akal atau patut.
g. Asas Amanah
Asas amanah bahwasanya masing-masing pihak beriktikad baik dalam
bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak tidak
mengetahui akadnya. Di dalam hukum Islam, terdapat suatu bentuk perjanjian
amanabh, jadi salah satu pihak hanya bergantung kepada informasi jujur dari pihak
lainnya untuk mengambil keputusan untuk menutup perjanjian. Jika di dalam akad
tersebut, terdapat informasi yang tidak di ketahui yang semestinya disampaikan
dapat menjadi alasan pembatalan akad apabila ternyata informasi tersebut tidak
benar yang menjadi pihal lain untuk menutup perjanjian.
h. Asas Keadilan
Dalam hukum Islam kontemporer bahwasanya demi keadilan syarat baku itu
dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan. Klausul akad baku
merupakan fenomena yang lahir dalam kehidupan modern yang belum pernah
terjadi di zaman nabi Saw, sehingga tidak ditentukan pengaturannya dalam sunah
Nabi. Namun di dalam hukum Islam terdapat sejumlah prinsip yang menekankan
keseimbangan dan keadilan di antara para pihak dalam perjanjian, dimana salah

satu pihak tidak dibenarkan menekan pihak lain. Oleh karena itu, Nabi Saw
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melarang setiap transaksi yang menjurus kepada monopoli dan eksploitasi
kebutuhan pihak lain.*
3. Rukun dan Syarat Akad
Rukun merupakan hal yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan sah secara
hukum Islam. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
suatu perbuatan atau lembaga, yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut
dan ada atau tidaknya sesuatu itu. Rukun akad terdiri dari:
1) Sighat (ljab gabul) adalah ungkapan yang menunjukkan kerelaan/kesepakatan

dua pihak yang melakukan kontrak/akad, syarat sebagai berikut:

o}

. Adanya kejelasan maksud dari kedua pihak.

b. Adanya kesesuaian antara ijab dan gabul.

c. Adanya pertemuan antara ijab dan gabul (berurutan dan nyambung)

d. Satu majelis akad

2) Akid (pihak yang bertransaksi) adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi,
atau orang yang memiliki hak dan yang akan diberi hak. Syaratnya adalah:

a. Ahliyah, memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi.
Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah balig atau mumayyiz dan
berakal.

b. Wilayah hak dan kewenangannya

c. Hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar’i untuk

melakukan transaksi atas suatu obyek tertentu. Maksutnya adalah orang
tersebut pemilik asli, wali atau wakil atas suatu obyek transaksi, sehingga ia
memiliki hak dan otoritas untuk melakukan transaksi.

d. Ma’qud alaih (objek transaksi)

4% Harun, Figh Muamalah, 33-37
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Syarat-syaratnya ma’qud alaih adalah:

1.) Objek transaksi harus ada pada saat akad.

2.) Objek transaksi harus berupa harta yang diperolehkan untuk transaksi.

3.) Objek transaksi bisa diserahterimakan saat terjadinya akad, atau
dimungkinkan di kemudian hari.

4.) Objek transaksi harus suci. Tidak terkena barang najis atau barang yang

najis.>

4. Berakhirnya Akad

Para ulama figh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

1)

2)

3)

4)

Berakhir masa berlakunya akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang

waktu.

Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak

mengikat.

Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:

a. Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau
syaratnya tidak terpenuhi.

b. Berlakunya khiyar syaratnya, aib, atau rukyat.

c. Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.

d. Terciptanya tujuan akad itu sampai sempurna.

Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Figh ulama menyatakan bahwa

tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang

melaksanakan akad. Akad juga akan berakhir dalam ba’i al-fudhul (suatu bentuk

jual beli yang keabsahannya akad tergantung pada persetujuan orang lain)

apabila tidak mendapatkan persetujuan dari pemilik modal.>*

50 Mahmudatus Sa’diyah, Figh Muamalah 11, 5-6
51 Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan & Sapiudin Shidig, Figh, 58-59
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D. Akad Wadi’ah
1. Pengertian Wadi’ah

Wadi’ah berasal dari akar kata wada’a, yang sinonimnya taraka, artinya
meninggalkan. Sesuatu yang dititipkan oleh seseorang kepada orang lain untuk dijaga
dinamakan wadi’ah, karena sesuatu (barang) tersebut ditinggalkan di sisi orang yang
dititipkan.

Menurut istilah syara’ wadi’ah digunakan untuk arti g)&) dan untuk benda
yang dititipkan. (§33a) (&l ) 52
a. Menurut ulama Hanifayah definisi wadi’ah adalah sebagai berikut.

A3 A e Al B o ) Bt s B

“Wadi’ah menurut syara’ adalah pemberian kuasa oleh seseorang kepada
orang lain untuk menjaga hartanya, baik dengan lafal yang tegas (sharih)
atau lafal yang tersirat (dilalah) ”. 3

b. Malikiyah menyatakan bahwa wadi’ah memiliki dua arti, (1) dalam arti “g&)” (2)

dalam arti “33ali 4 (sesuatu yang dititipkan). Dalam arti “)&” ada dua
definisi:
Definisi pertama adalah sebagai berikut.

Jil Bia 235 o SIS Ge 5 ke W

“Sesungguhnya wadi’ah adalah suatu ungkapan tentang pemberian kuasa
khusus untuk menjaga harta . >
Definisi kedua adalah sebagai berikut:

P
- Wz

19 2 a8 R A R R T (T PP |
4285 ey sl (S laall g0 Al Bl 354 A 4o 5 ke Ll

g5l )

52 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalah (Jakarta: Amzah, 2010), 455
53 Ibid.
54 Ibid, 456
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“Sesungguhnya wadi’ah adalah sesuatu ungkapan tentang pemindahan
semata-mata menjaga sesuatu yang dimiliki yang bisa dipindahkan kepada
orang yang dititipkan (al-muda) . %°

c. Syafi’iyah memberikan definisi wadi’ah sebagai berikut:
g4 ¢ (pcil) Badad oiBal) Nial) (b £1Y) ey daga 3l

“Wadi’ah dengan arti “E/%)” (penitipan) adalah suatu akad yang
menghendaki (bertujuan) untuk menjaga sesuatu yang dititipkan . >
d. Hanabilah memberikan definisi wadi’ah sebagai berikut:

& 55 lakall b JiS 35 g0 |y A3l

“Wadi’ad dalam arti “£/&)” (penitipan) adalah pemberian kuasa untuk
menjaga (barang) dengan sukarela (tabarru’). >
Dari definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat
diambil kesimpulannya bahwasanya wadi’ah adalah suatu akad antara dua orang
pihak dimana pihak yang pertama menyerahkan tugas dan wewenang untuk
menjaga barang yang dimilikinya kepada pihak lain, tanpa imbalan. Barang yang
diserahkan tersebut merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik, meskipun
ia tidak menerima imbalan.>®
2. Dasar Hukum Wadi’ah
Wadi’ah adalah suatu akad yang dibolehkan oleh syara’ berdasarkan al-qur’an,

sunnah, dan ijma’.

a. Dalam Surah Al-Bagarah (2) ayat 283 Allah berfirman:

2

Cral O A gt b B LS 8 T 520 g i o 2338 ()
| S35 A5 At (850 455 Ll Cpadyh (o) 5008 Llamy ki

Ao G slasd Ly il 448 25 1 4006 g a g B3 L

5 |bid
5% Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalah (Jakarta: Amzah, 2010), 457
57 Ibid.
58 Ibid.
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“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang
kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian
kamu mempercayai sebagai yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu
menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah
Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian.
Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah
orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan ”. (Q.S. 2 [Al Bagarah]: 283 )*°

Dalam ayat tersebut bawasanya wadi’ah adalah amanah yang ada di tangan

orang yang dititipkan yang harus dijaga dan dipelihara, dan apabila diminta oleh
pemiliknya
maka ia wajib mengembalikannya.®°

Surah An-Nisa (4):58
O o ) G aRaRaN3 5 LAl ) ciia¥) ) g3k o w8040 At &)
) e Gpain &y 18 AL &y akEag Uand All) & Jod |y 1 gk

“Sesungguhnya, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimannya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara
manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah
sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha
Mendengar, Maha Melihat ”.(Q.S. 4 [An Nisa]: 58) 5!

Dalam ayat tersebut bahwasannya wadi’ah adalah menitipkan barang kepada

seorang yang amanat atau dapat di percaya, apabila menetapkan hukum hendaknya
harus memperlakuakan secara adil.®?

b. Dasar hukum wadi’ah juga terdapat dalam hadis Nabi Saw:

“a @

aUe 4y (il AR (08 asa) 3 () dad slad) () daas WAA

b s i (B (liah ol B B oAl () OB s e

o

adle atl) Lo all 3k 08 08 A All) i) 3000 (o

59 Tim Penerjemah, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2017), 49
60 Ahmad Wardi Muslich, Figh 457

61 Tim Penerjemah, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2017), 87
62 Panji Adam, Figh Muamalah Maliyah (Bandung: PT Refika Aditama, 2017) 280
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>
-

3 salug

(292

8 P
L d

s 0lg) A A G (AT ¥ SR g ) Y

“Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasululluh Saw bersabda: Tunaikanlah

amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan

janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. (HR. At-

Tirmidzi dan Abu Dawud dan ia menghasankannya, dan hadits ini juga

dishahihkan oleh Hakim) ", 63

Hadist tersebut menjelaskan bahwa amanah harus diberikan kepada orang
yang mempercayakannya. Dengan demikian, amanah tersebut adalah titipan atau
wadi’ah yang harus dikembalikan kepada pemiliknya.

c. Landasan ijma’ akad wadi’ah adalah para ulama sepanjang masa juga berijma’
atas kebolehan akad penitipan ini. Hal ini karena orang-orang memerlukannya,
bahkan itu merupakan kebutuhan darurat. Adanya wadi’ah sangat membantu
manusia untuk saling membantu dalam menjaga harta yang juga menjadi tujuan
agama.®*

3. Rukun dan Syarat Wadi’ah

a. Rukun Wadi’ah
Menurut Hanafiah, rukun wadi’ah adalah shighat, yakni ijab dan kabul. Sedangkan
menurut ulama, rukun wadi’ah itu ada empat:

1) Benda yang dititipkan (wadi’ah atau muwada’)
2) Shighat (ijab dan kabul)
3) Orang yang menitipkan(wadi’)

4) Orang yang dititipkan (muwadi’) ®

63 Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqolani, Bulugul Marom, (Darul Akmal: Surabaya, 1432), 182
64 |bid. 280-281
65 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalah, 459
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b. Syarat-Syarat Wadi’ah

1) Dua orang yang berakad (orang yang menitipkan dan yang menerima titipan).
Disyaratkan berakal dan mumayyiz meskipun ia belum balig, maka tidak sah
wadi’ah terhadap anak kecil yang belum berakal dan orang gila. Dengan
demikian menurut Syafi’iyah, wadiah tidak sah apabila dilakukan oleh anak
yang belum balig (masih di bawah umur). Tetapi menurut Hanafiah balig tdak
menjadi syarat wadi’ah sehingga hukumnyasah apabila dilakukan oleh anak
mumayyiz dengan persetujuan dari walinya.

2) diserahterimakan, benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai
(gimah) dan dipandang sebagai mal (harta).

3) Shighat (ijab dan kabul). Syaratnya shighat adalah ijab harus dnyatakan
dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan harus tegas (sharih) dan adakala
dengan sindiran (kinayah). Malikiyah menyatakan bahwa lafal dengan kinayah
harus disertai dengan niat.®

Adapun syarat-syarat akad wadi’ah menurut para ahli :

a. Shigat akad terjadi karena adanya kesamaan atau saling menerima antara para
pihak dalam akad. Dalam akad wadi’ah konsep saling menerima merupakan
sesuatu yang sangat penting karena jika salah satu pihak bernaksud menitipkan
barangnya dan pihak lain tidak menerima maka akad wadi’ah tidak terjadi
karena itu prinsip sangat menentukan. Para ulama figh dalam penerapan ijab
gabul persyaratannya seperti pendapat mazhab maliki bahwa ijab dan gabul
dapat dilakukan baik secara tindakan (fi’lan) atau bahkan qabul dilakukan
dengan cara diam karena dianggap dian tersebut suatu persetujuan untuk

menerima titipan.

6 panji Adam, Figh Muamalah Maliyah, 281
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b. Para pihak, dalam akad wadi’ah kedua pihak yang berakad yaitu mudi’ (yang

menitipkan barang) dan mustwada’ (yang dititipkan barang). Mudi’ harus
seseorang yang mempunyai kepastian hukum. Mazhab Hanafi menyebutkan
anak-anak yang berakal dan sudah mumayyiz boleh melakukan akad wadi’ah.
Sedangkan para fugaha lainnya menyebutkan bahwa mereka yang dapat
melakukan akad wadi’ah disyaratkan sudah baliq, berakal dan rusdh. Menurut
Ibn Qadamah dan al-Kasani boleh dilakukan karena menurut akad yang
dilakukan anak-anak bersifat mawquf dan akan disahkan oleh orang tua atau
walinya. Sedangkan Malikiyah dan Syafi’iyah berpendapat bahwa tidak boleh
baik itu mumayyiz atau ghair mumayyiz. Mustwada’ ulama berbeda pendangan
pada anak-anak yang telah mumayyiz. Ulama Maliki membolehkan karena
menitipkan barang merupakan keperluan orang yang menitipkan karena anak-
anak dapat mewakilkan dapat memelihara amanah untuk orang lain. Ulama
Hanabilah, Syafi’iyah dan Malikiyah menyatakan tidak sah bagi mustwada’
yang masih anak-anak, karena tujuan dalam akad wadi’ah adalah untuk
memelihara barabf titipan dan anak-anak terlalu sukar untuk melakukanyya.
Ulama Hanafi menyatakan boleh anak-anak menerima barang titipan karena
mereka dapat juga melakukan perdagangan kaena itu mereka dapat memelihara
barang titipannya.

Objek akad (muhal) harus berupa harta (mal) dan dapat berpindah atau

dipindahkan (mankul).®’

4. Macam-Macam Wadi’ah
Wadi’ah dapat dibedakan menurut tiga hal: tujuan, praktik, dan tanggung jawab.

1) Dari segi tujuan

117

67 Ridwan Nurdin, Figh Muamalah (Srjarah, Hukum, dan Perkembangannya), (Banda Aceh: PeNA, 2014), 115-



2)

3)

b)
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Al-Wadi’ah al-tijariyah, yaitu titipan barang dari pemilik kepada pihak lain
untuk diperdagangkan, contohnya pemilik kendaraan menitipkan mobilnya di
showroom.

Al-Wadi’ah al-adabiyah, yaitu menitipkan barang agar dijaga atas dasar

kepercayaan.

Dari segi praktik

a)

b)

d)

Al-wadi’ah al-lazimah, penitipan barang karena terpaksa, contohnya seperti
misalnya jika terjadi gempa bumi/barang tersebut tercampur di tempat
penitipan sehingga sulit diketahui rinciannya oleh pihak yang menerima
titipan, dan apabila terjadi sengketa kepemilikan maka alat pembuktiannya
adalah saksi.

Al-wadi’ah al-naqgishah atau al-wadi’ah al-mustaliyah, wadia’ah jenis ini
sama dengan al-wadi’ah al-tijariyah yaitu titipan barang dari pemilik kepada
pihak lain untuk diperdagangkan.

Al-wadi’ah al-jariyah, yaitu penitipan alat-alat rumah tangga agar dijaga oleh
pihak lain.

Al-wadi’ah al-hirasahm yaitu penitipan barang untuk dijaga dengan salah
satu dari dua alasan: penitipan yang bersifat sukarela dan al-wadi’ah al-

gahriyah, yaitu penitipan barang yang sifatnya terpaksa.

Dari segi tanggung jawab

a)

Al-wadi’ah yad al-dhamanabh, ialah penitipan barang kepada pihak lain yang
selama belum dikembalikan kepada penitip/pemilik, pihak yang menerima
titipan dibolehkan memanfaatkan barang titipan dan kepada pemilik dapat

diberi bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya. Akan tetapi, jika suatu
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barang yang dititipkan itu mengalami rusak atau hilang maka penerima
titipan harus bertanggung jawab.

b) Al-wadi’ah yad al-amanah, ialah penitipan barang kepada pihak lain dan
barang tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan. Jika apabila
terjadi kerusakan maka pihak penerima titipan tidak harus beranggung jawab
atas kerusakan tersebut atau titipan murni. Tetapi sebagai konvensasi
tanggung jawab pemelihara penitipan dapat dikenakan biaya penitipan. %

5. Sifat Akad Wadi’ah

Dilihat dari sifat akad wadi’ah, para fugaha sepakat menyatakan bahwa akad
wadi’ah bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad. Apabila
seseorang dititipin barang oleh orang lain dan akadnya ini memenuhi rukun dan syarat
akad wadi’ah, maka pihak yang dititipkan bertanggungjawab untuk memelihara
barang titipan. Para ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa dhamanah sehingga
seluruh kerusakan yang terjadi selama penitipan barang tidak menjadi tanggung jawab
orang yang dititipkan, kecuali kerusakan itu dilakukan secara sengaja atau atas

kelalaian orang yang dititipi. Hal ini berdasarkan hadits Nabi Saw: %
Jaal) e &JM\UJS ¥ UMM\J:\Q &JM\L,.\C Cpd

(ukﬁ DAl e 5)) Glaa

“orang yang beriman dititipi barang, apabila tidak melakukan pengkhianatan
tidak dikenakan ganti rugi.”(HR. Daruquthni)

Dalam hadits lain dikatakan bahwa:

(dake ol o) g) 4ale Slaa (8 FENY g (ra

“orang yang dipercaya memegang amanah tidak boleh dituntut ganti rugi.” (HR.
Ibu Majah)

% 1bid, 282-283
% 1bid, 285
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Berdasarkan hadits-hadits tersebut, para fugaha sepakat menyatakan bahwa
apabila dalam akad wadi’ah disyaratkan bahwa orang yang dititipkan dikenakan
ganti rugi atas kerusakan barang selama dalam titipkan, sekalipun kerusakan barang
itu bukan atas kesengajaan atau kelalaiannya, maka akadnya batal. Akibat lain dari
sifat amanah yang melekat pada akad wadi’ah adalah pihak yang dititipkan barang
tidak boleh meminta upah dari barang titipan.”

Dalam kaitannya dengan tata cara memelihara barang titipan, terdapat perbedaan
ulama. Ulama Syafi’iyah berpendapat, bahwa titipan itu hanya menjadi tanggung
jawab orang yang dititipi. Oleh sebab itu, keluarga tidak bertanggung jawab orang
yang dititipi.

Ulama Malikiyah mengatakan, bahwa pihak keluarga yang ikut bertanggung
jawab atas barang titipan itu hanya orang-orang yang dapat dipercaya oleh
penerimaan titipan. Apabila dalam memelihara barang titipan itu sehingga barang
tersebut hilang, maka juga harus bertanggung jawab. "

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa barang titipan itu harus
dipelihara oleh orang yang dititipi sebagaimana memelihara barangnya sendiri, baik
pemeliharaan itu dilakukan sendiri oleh orang yang dititipi maupun dilakukan oleh
orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab. Ulama Hanafiyah menyatakan,
bahwa wadi’ah juga menjadi tanggung jawab orang yang bekerja sama dengan orang
yang dititipi, apabila lalai dalam memelihara barang itu sehingga barang itu hilang,

maka mereka juga harus bertanggung jawab atas barang tersebut.”

70 Ibid, 285
1 1bid, 286
72 bid,
73 Ibid,
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Kewajiban barang wadi’ah bagi orang yang menerima barang wadi’ah, diwajibkan
mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya ketika pemilik barang itu

memintannya. Berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 58 :
dal ) i) 19355 o a&0al 4l &)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya.” (Q.S. 4 [An-Nisa]: 58) "

Hukum menerima barang titipan
Tidak semua orang atau jasa penitipan bisa dipercaya untuk menerima barang

titipan, kecuali orang atau jasa penitipan yang memiliki komitmen dan tanggung

jawab yang tinggi. Oleh sebab itu, hukum menerima titipan dapat dikategorikan
sebagai berikut:

a. Sunnah, disunahkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya
bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. Wadi’ah
adalah salah satu bentuk tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam
Al-Qur’an, tolong-menolong secara umum hukumnya sunnah. Hal ini dianggap
sudah menerima benda titipan ketika ada orang lain yang pantas pula untuk
menerima titipan.

b. Wajib, diwajibkan menerima barang-barang titipan bagi seseorang yang percaya
bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga barang-barang tersebut,
sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk
memelihara barang-barang tersebut.

c. Haram, apabila seseorang tidak kuasa/mampu dan tidak sanggup memelihara

barang-barang titipan, sebab dengan menerima barang-barang titipan, berarti

4 Tim Penerjemah, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Kementrian Agama R, 2017),
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memberikan kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau hilangnya barang-
barang titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.

d. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu
menjaga barang-barang titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada
kemampuannya, maka bagi orang yang seperti ini dimakruhkan menerima
barang-barang titipan sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang
menitipkan ~ dengan  cara  merusak  barang-barang titipan  atau
menghilangkannya.”

E. AKAD IJARAH
1. Pengertian ljarah

Secara etimologi al-ija”rah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadhu
penggantian, dari sebab itulah ats-Tsawabu dinamakan juga al-Ajru/upah.
Menurut pengertian syara, al-ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil
manfaat dengan jalan pengganti. Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas
barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan
kepemilikian (ownership/milkiyyah) atau barang itu sendiri.”

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/1V/2000, ljarah
merupakan pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam
waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan
kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad ijarah tidak ada
perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang
menyewakan kepada penyewa.’”

Adapun secara terminology, para ulama figh berbeda pendapatnya antara lain:

5 Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, (Depok: Rajawali Pres, 2017), 186-187
76 Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan&Spiudin Shidiq , Figh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2010),277
" Rosita Tehuayo, “sewa menyewa (ijarah) dalam system perbanka syariah”, Hikmah (Ambon: 1 Juni 2018), 87
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Menurut Sayyid Sabiq, al-ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk
mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.’

Menurut Ulama Hanafiyah al ijarah adalah transaksi terhadap suatu manfaat
dengan imbalan.

Menurut Ulama Syafi’iyah al [jarah adalah suatu jenis akad atau transaksi
terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu bersifat mubah dan boleh
dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.

Menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah al ijarah adalah pemilikan manfaat
sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.”

Menurut Amir Syarii’udin al-ljarah secara sederhana dapat diartikan dengan
akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi
objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut ljarah ad-
Damah atau upah mengupah. &

2. Dasar Hukum al-ljarah

Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila

dilaksanakan sesuai dengan ketetapan yang ditetapkan oleh syara’ berdasarkan

ayat al-Qur’an, hadis-hadis Nabi dan ketetapan Ijma Ulama

& @ 8
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“jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereke”. (QS.

At-Thalag:6) &

2o

e W) s 9811 Eoaling G A &) b Bl copl Ladlas) &0 G

“salah seorang dari wanita itu berkata, wahai bapakku ambillah ia sebagai
pekerja kita, karena orang yang paling baik untuk dijadikan perkerja ialah orang
yang kuat dan dapat dipercaya”. (QS. Al-Qashas:26) 82

8 Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan&Spiudin Shidiq , Figh, 277

9 Rosita Tehuayo, “sewa menyewa (ijarah) dalam system perbanka syariah”, Hikmah (Ambon: 1 Juni 2018), 87
80 Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan&Spiudin Shidiq , Figh, 277

81 Tim Penerjemah, Al-Quran dan Penerjemahannya, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2017), 559
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“Dari Ibnu Umar ra. la berkata : Rasululluh SAW bersabda : berikanlah upah
atau jasa kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum kering keringat mereka”.
(Hadis riwat Ionu Majah).8®

@
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“Dari Ibnu ‘Abbas ra. Ia berkata : Nabi SAW berbekamlah kamu, kemudian
berikanlah kamu upahnya kepada tukang-tukang itu”. (Hadis riwayat Bukhari).?4
Tujuan disyariatkannya al-ijarah adalah untuk memberikan keringanan kepada
umat dalam pergaulan hidup. Dengan adanya al-ijarah untuk mendaptakan
keuntungan dan saling mendapatkan manfaat. &
Rukun dan Syarat al-ijarah
Menurut Hanafiyah rukun al-ijarah hanya satu yaitu ijab dan gabul dari dua
belah pihak yang berinteraksi. Adapun meneurut Jumhur Ulama rukun ijarah
yaitu:
a. Pihak-pihak yang berakad, yakni musta jir (penyewa atau pengguna jasa), dan
mu jir (pemilik objek sewa atau pemberi sewa)

b. Sighat , yaitu ijab dan Kabul, ijarah harus dilakukan dengan rela sama rela,

maka ijab dan gabul ini menunjukkan adanya kerelaan dari agidain.

82 Tim Penerjemah, Al-Quran dan Penerjemahannya, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2017), 388
8 Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Matan Al-Bukhari Masykul Bihashiyah As-Shindi juz 2, (Dar Al-Fikr.

Beirut),33

8 lbnu Hajar Al-Asqalani, Bulughal Maram Ter. Moh. Ismail, (Surabaya: Putra Al-Ma’rif, cet, X, 1992), 476
8 lbid, 277-278
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c. Sewa atau imbalan (ujrah), yaitu biaya sewa sebagai ganti dari manfaat yang
diterima oleh penyewa atau upah yang diberikan oleh penerima jasa kepada
pemberi jasa.

d. Objek akad, yang meliputi ma jur (aset yang disewakan baik berupa manfaat
atau jasa). %

Syarat-syarat yang harus terpenuhi akad ijarah agar hukum-hukum syariah
terpenuhi yaitu :

a. Syarat terjadinya akad (syarat in“iqad), Syarat terjadinya akad berkaitan
dengan aqid, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan aqid adalah
berakal, dan mumayyiz menurut Hanafiyah, dan baligh menurut Syafi“iyahdan
Hanabilah.

b. Syarat kelangsungan akad, untuk kelangsungan akad ijarah disyaratkan
terpenuhinya hak milik atau wilayah kekuasaan. Apabila si pelaku (agid) tidak
mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan wilayah, maka menurut
Syafi’iyah dan Hanabilah akadnya tidak bias dilangsungkan dan hukumnya
batal.

c. Syarat sahnya ijarah, untuk sahnya ijarah harus dipenuhhi beberapa syarat
yang berkaitan dengan aqid (pelaku), ma’qud alaih (objek), sewa atau upah
(ujrah) dan akadnya sendiri. &

Adapun syarat-syarat al-ijarah yang ditulis Ridwan Nurdin sebagai berikut:

a. Objek al-ijarah, berkenaan dengan objek ini (al-ma’'maqud alaih), di
berlakukan beberapa syarat antara lain, harta atai benda yang disewa dapat
diambil manfaatnya, terlepas dari ‘aib’ (cacat), kejelasan batas waktu atau

ketetapan waktu pelaksanaan.

8 Murtadho Ritwan, “Al-ljarah Al-Mutanagishah: Akad Alternative Untuk Pemberdayaan Tanah Wakaf”, Jurnal
Ekonomi Syariah, vol. 3, No. 1, Juni 2015, 148
87 Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 53
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b. Pihak yang berkontrak harus mengerti isi kontrak seperti pelaksanaannya
kapan dilaksanakan dan kapan akan berakhir.
c. Shigat merupakan bentuk kesepakatan kedua belah pihak maka keduanya akan

diikat dengan syarat yang dibuat.

Adapun syarat-syarat al-jarah sebagaimana yang ditulis Nasrun Haroen

sebagai berikut:

o

Yang terakit dengan dua orang yang berakad disyaratkan telah balig dan

berakal.

b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad al-
ijarah.

c. Manfaat yang menjadi objek al-ijarah harus dijetahui sehingga tidak muncul
perselisihan dikemudian hari.

d. Objek al-ijarah itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak
ada cacatnya.

e. Objek al-ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara’.

f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa.

g. Objek al-ijarah itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan.

h. Upah atau sewa dalam al-ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang

memiliki nilai ekonomis.®°

Adapun syarat-syarat ljarah dari empat macam yaitu :

a. Syarat al-ingad (terjadinya akad), berkaitan dengan aqid, zat akad, dan tempat

akad. Untuk melakukan akad ijarah ini, agid disyaratkan harus berakal. Maka

8 Ridwan Nurdin, Figh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya), (Banda Aceh: PeNA, 2014), 87-88
8 Ibid, Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron lhsan&Spiudin Shidiq , Figh, 278-279
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orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz tidak sah melakukan akad
ini.

b. Syarat an-nafadz (syarat pelaksanaan akad), agar ijarah terlaksanakan barang
harus dimiliki oleh agid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad.

c. Syarat sah ijarah, adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang berakad,
barang yang menjadi objek akad bermanfaat dengan jelas, barang harus dapat
memenuhi secara syara’, kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara’, tidak
menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya, tidak mengambil
manfaat bagi diri orang yang disewa, manfaat barang harus sesuai dengan
keadaan yang umum.

d. Secara kelazinab, ma’qud alaih (barang sewa) terhindar dari cacat, dan tidak
ada uzur yang dapat membatalkan akad.*

4. Macam-macam al-ijarah

a. ljarah manfaat (Al-ljarah ala al-Manfa’ah), berhubungan dengan sewa jasa,
yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang
disewa. Pihak yang memperkerjakan disebut musta’jir, pihak pekerja disebut
ajir, upah yang dibayarkan disebut ujrah.

b. ljarah yang bersifat pekerjaan (Al-ljarah ala Al-‘4mal), berhubungan dengan
sewa asset atau property, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset
atau property tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. ljarah ini
memperkerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. Mu’jir adalah orang
yang mempunyai keahliaan,tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian musta’jir

adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan

9 Rachmat Syafe’l, Figh Muamalah, (Bandung: Puztaka Setia, 2001), 125-126
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imbalan tertentu. Mu’jir mendapatkan upah (ujrah) atas tenaga yang ia
keluarkan untuk musta’jir mendapatkan tenaga atau jasa dari mu’jir.%
5. Berakhirnya akad ijarah

Menurut ulama Hanafiyah akad ijarah itu bersifat mengikat, tetapi boleh
dibatalkan secraa sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad
seperti salah satu pihak wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum.
Apabila seorang meninggal dunia maka akad al-ijarah batal, karena manfaat tidak
boleh diwariskan.

Adapun Jumhur Ulama mengatakan bahwa akad al-ijarah itu bersifat mengikat
kecuali, ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Manfaat itu boleh
diwariskan karena termasuk harta (al-maal). Oleh sebab itu kematian salah satu
pihak yang berakad tidak membatalkan akad al-ijarah.

Menurut al-Kasani dalam kitab al-Badaa’iu ash-Shanaa’iu, menyataka bahwa
akad al-ijarah berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

a. Objek al-ijarah hilang atau musnah

b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-ijarah telah berakhir. Apabila
yang disewakan itu rumah, maka rumabh itu dikembalikan kepada pemiliknya,
dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak
menerima upah.

c. Wafatnya salah seorang yang berakad

d. Apabila ada uzur dari salah satu pihak.%

Menurut Sayyid Sabiqg, al-ijarah akan menjadi batal dan berakhir bila ada hal-

hal sebagai berikut:

91 Harun Sunantoso dan Anik, “Analisi Pembiayaan ljarah Pada Perbankan Syariah”, Jurnal llmiah Ekonomi
Islam, vol. 01, No. 02, 2015, 108-109.
92 Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan&Spiudin Shidiq , Figh, 283-284
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a. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika di tangan penyewa.

b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah, dan runtuhnya
bangunan gedung.

c. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk
dijahit.

d. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah
ditentukan dam selesainya pekerjaan.

e. Menurut Hanafi salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan al-
ijarah jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung,
tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal.®®

6. Hukum ljarah

a. Hukum Sewa-menyewa, dibolehkan ijarah atas barang mubah, seperti rumah,
kamar dan lain-lain, tetapi dilarang ijarah terhadap benda-benda yang
diharamkan. Menurut Ulama Hanafiyah ketetapan akad ijarah adalah
kemanfaatan yang sifatnya mubah. Menurut Ulama Malikiyah hukum ijarah
sesuai dengan keberadaan manfaat. Sedangkan Ulama Hanabilah dan
Syafi’iyah berpendapat bahwa hukum ijarah tetap pada keadaanya dan hukum
tersebut menjadikan masa sewa seperti benda yang tampak.

b. Hukum Upah-mengupah, upah mengupah atau Ijarah ‘ala al-a’mal, yakni jual
beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian,
membangun rumah, jasa angkutan umum, dan lain-lain.

Ijarah ‘ala al-a’mal terbagi menjadi dua, yaitu : [jarah Khusus dilakukan oleh
seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain

dengan orang yang telah memberi upahnya. Kedua, ljarah Musytarik

9 Kitab Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, Jilid V, (Jakarta: Cakrawala, 2008)
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dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama. Hukumnya

dibolehkan bekerjasama dengan orang lain.%*

% Racmat Syafe’l, Figh Muamalah, 134
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PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU PADA TIKET PARKIR DI RSUP Dr.
KARIADI SEMARANG

A. Gambaran Umum tentang Parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang
1. Sejarah Parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang

Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi adalah sebuah rumah sakit milik
pemerintah Indonesia yang berada di Kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam
pelaksanaan pendidikan kedokteran, RSUP Dokter Kariadi berafiliasi dengan
Fakultas Kedokteraan, Universitas Diponegoro Semarang. Luas lahan yang
dimiliki RSUP Dr.Kariadi Semarang adalah 193.410 m2 dengan luas bangunan
82.754 m2.

Secara structural RSUP dr. Kariadi merupakan Unit Pelaksana Teknis di
lingkungan Depertemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan yang
mempunyai tugas menyelenggaran upaya penyembuhan dan pemulihan yang
dilaksanakan secara serasi, terpadu, dan berkesinambungan dengan upaya
peningkatan kesehatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan dan
upaya lain sesuai kebutuhan.®® RSUP Dr. Kariadi sebagai rumah sakit vertical
kelas A pendidikan Karena semakin banyaknya pasien yang datang ke RSUP dr.
Kariadi maka harus ada peningkatan fasilitas untuk melayani pengunjung salah
satunya adalah fasilitas tempat parkir.

Tempat parkir di RSUP Dr. Kariadi memiliki 20 (duapuluh) titik parkir yang

bisa digunakan pengunjung, keluar pasien, maupun pegawai rumah sakit,

9 https://rskariadi.co.id
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diantaranya adalah 10 (sepuluh) titik keluar masuk montor, dan 10 (sepuluh) titik
keluar masuk mobil,

Untuk penetapan tarif parkir RSUP Dr. Kariadi menetapkan tarif parkir perjam
yang disesuaikan dengan jenis kendaraan untuk tariff mobil 4 (empat) jam
pertama Rp. 3.000 setiap jam berikutnya Rp.500, sementara kumulatif biaya
maksimal Rp. 6.500. sedangkan untuk tariff sepeda montor 4 (empat) jam pertama
Rp. 2000 setiap 1 (satu) jam berikutnya Rp. 500, sedangkan kumulatif biaya
maksimal (menginap) Rp. 4500. Tetapi tarif parkir perjam tersebut dibedakan

dengan pengunjung, pasien dan karyawan.

. Visi dan Misi

Visi
“Menjadi Rumah Sakit Modern dan Berdaya Saing Tinggi di Tingkat Asia Tahun
2024»
Misi
a. Menyelenggaran pelayanan, pendidikan, penelitian kesehatan yang bermutu
dan beriorintasi pada keselamatan pasien dan lingkungannya.
b. Menyelenggarakan Proses Bisnis Rumah Sakit yang sehat dan produktif.
c. Menyelenggaran pengembangan digitalisasi Pelayanan Rumah Sakit.
. Struktur Organisasi Parkir dan tugasnya
Stuktur organisasi merupakan sarana yang sangat menentukan keberhasilan
perusahaan dengan adanya struktur organisasi berarti telah terdapat pembagian

tugas yang jelas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
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Struktur Organisasi Parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang




C.
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Berdasarkan struktur organisasi diatas adapun tugas-tugas dan fungsi dari

masing-masing jabatan yaitu:

Ketua Tim Parkir

Fungsi : pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang parkir RSUP Dr. Kariadi

Semarang.

Tugas :

1) Melaksanakan penertiban izin penyelenggaraan dan fasilitas parkir.

2) Melaksanakan pengawasan dan pengelolaan kegiatan parkir.

3) Memberi bimbingan dan saran kepada bawahannya supaya melaksanakan
pekerjaan berjalan lancar.

4) Bertanggung jawab penyelesaian pekerjaan orang di bawahnya dan
pekerjaan itu sendiri.

5) Melaksanakan tugas-tugas lainnya.

Supervisor (pengawas)

Fungsi : menyampaikan kebijakan yang disampaikan oleh atasannya kepada

seluruh bawahannya dan mengatur sifth kerja karyawan.

Tugas :

1) Mengawasi bawahannya supaya melaksanakan pekerjaan berjalan dengan
lancar.

2) Mengarahkan segala aturan yang telah ditentukan oleh atasanya.

3) Memberikan info pada atasanya mengenai kondisi bawahan, atau menjadi
perantara.

4) Mendisiplinkan bawahannya.

Leader
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Fungsi : mengarahkan memotivasi dan mengawasi orang lain untuk
menyelesaikan tugas-tugas yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan
dan sasaran organisasi.

Tugas :

1) Mengatur job kerja di lapangan.

2) Mengkoordinir dalam mengerjakan pekerjaan.

3) Membuat rekap laporan harian dari hasil kerja.

. Administrasi

Fungsi : membuat rekap keuangan dan menyusun laporan.
Tugas :

1) Menerima Panggilan Telfon

2) Melakukan arsip Data

3) Membuat Apsensi

4) Mebuat Pengelolaan Keuangan.

. Juru Parkir

Juru Parkir yang disebut juga sebagai jukir adalah orang yang membantu

mengatur kendaraan yang keluar masuk ketempat parkir. Adapun tugas juru

parkir adalah sebagai berikut :

1) Memberikan pelayanan kepada semua kendaraan yang masuk dan keluar
ditempat parkir.

2) Menjaga ketertiban keindahan, kebersihan dan membatu keamanan
terhadap kendaraan yang di parkir.

3) Membantu dan memadu pengemudi masuk dan keluar kendaraannya dari

tempat parkir dengan lancar.
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4. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan oleh pihak parkir di RSUP Dr. Kariadi

Semarang adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 20009

tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang berbunyi sebagai berikut :

a. Bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber

pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan
daerah.

. Bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan
prinsip demokrasi, pemerintahan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan

akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.®

Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

dan Presiden Republik Indonesia memutuskan Undang-undang tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah. Bab | ketentuan umum, pasal 1 yakni :

a. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada

daaerah yang berutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan
jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, termasuk
penyediaan tempat penitipan kendaraan bermontor.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat

sementara.

d. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
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. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaraan pajak,
pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu
lain yang diatur dengan peraturaan kepala daerah paling lama 3 (tiga) bulan
kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor,
dan melaporkan pajak yang terutang.

. Surat pemberitahuan pajak daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah
surat yang wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

. Surat setoran pajak daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh kepala daerah.

Surat ketetapan pajak daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah
sebagai pembayaraan atas jasa atau pemberiaan izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintahan daerah untuk kepentingan

orang pribadi atau badan.
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Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati
oleh orang pribadi atau badan.

Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintahan
daerah untuk bertujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat

dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

. Wajib retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturaan perundang-

undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi
termasuk pemungutan atau potongan retribusi tertentu.

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu lagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari
pemerintah daerah yang bersangkutan.

Surat setoran retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah
melalui tempat pembayaraan yang ditunjuk oleh kepala daerah.

Surat ketetapan retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi

yang terutang.®’

Undang-undang Republik Indonesia Nomer 28 Tahun 2009 Pasal 132 tentang

retribusi tempat khusus parkir yang berbunyi :

a.

Objek retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 127
hurf e adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/

atau dikelola oleh pemerintahan daerah.

% Ibid,
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b. Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh
pemerintah BUMN, BUMD, dan pihak swasta.*®

5. Penanggung Jawaban oleh pengelola parkir

Undang-undang Perlindungan Konsumen dikatakan sebagai payung dan
semua Undang-undang lain yang secara sektoral telah dibuat oleh pemerintah
untuk kepentingan-kepentingan konsumen menyangkut seluruh aspek kehidupan
manusia sehingga hampir semua undang-undang yang berkaitan dengan
kepentingan konsumen juga akan berkaitan dengan undang-undang perlindungan
konsumen.

Sesuai dengan kalusula yang dicantumkan dalam tiket tanda parkir di RSUP
Dr. Kariadi Semarang, Ibu Nurul selaku Bidang Perpakiran di RSUP Dr. Kariadi
Semarang mengatakan bahwa penggunaan kalausula baku dalam tiket parkir itu
terbilang wajar, karena kebanyakan perusahaan pun pasti memakai serta
menerapkan klausula tersebut. Kami menggunakan klausula tersebut agar
pengguna parkir atau konsumen agar jeli untuk membaca dan waspada pada
barang yang dibawanya.®

Mengenai pertanggung jawaban kehilangan sikap pengelola parkir
sebagaimana dinyatakan oleh Ibu Nurul selaku Bidang Perpakiran mengatakan

(13

bahwa “ masalah pertanggung jawaban pasti pihak parkir akan bertanggung
jawab, walaupun di dalam tiket parkir tertulis bahwa kerusakan & kehilangan
barang dalam kendaraan jadi Tanggung Jawab pemilik (tidak ada penggantian),

tetapi kita lihat terlebih dahulu keruskannya seperti apa, kalau kerusakannya itu

disebabkan oleh kecerobohan atau kelalaian dari pihak parkir, maka akan

% 1bid,
99 Wawancara dengan Nurul, Bidang Perpakiran di RSUP Dr. Kariadi Semarang, Selasa 16 Februari 2021
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diselesaikan dengan asas musyawarah mufakat antara pihak yang berkonflik.
Pihak parkir siap mengganti rugi atas kehilangan kendaraan pengunjung apabila
mereka dapat memberikan bukti kehilangan yang menguatkan dirinya. Tetapi jika
kerusakan disebabkan oleh alam misalnya, ranting pohon, pihak pengelola parkir
tidak sama sekali bertanggung jawab.!® Untuk kehilangan barang di tempat
parkir, petugas atau pengelola mengecualikan hal tersebut, tidak ada ganti rugi
dalam bentuk apapun terhadap barang selain kendaraan yang ditinggalkan di area
parkir.1ot
6. Tingkat Kepuasaan konsumen terhadap pelayanan juru parkir

Kepuasaan konsumen meliputi rasa puas, senang, dan kelegaan atas pelayanan
yang diberikan juru parkir untuk mengetahui kualitas pelayanan yang dirasakan
konsumen. Bedasarkan observasi penelitian menurut bapak mulyadi sebagai
pengguna parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang bahwah pelayanan yang
diberikan oleh juru parkir berbeda-beda ada yang baik ada juga yang diem dan
cuek, contohnya kalau tempat parkirnya sudah penuh juru parkir tidak
mengarahkan atau mencarikan tempat untuk parkir tetapi malah pengguna parkir
mencari sendiri.®? Dari pernyataan tersebut seharusnya juru parkir memberikan
kenyamanan terhadap pengguna parkir, karena konsumen mempunyai hak untuk
mendapatkan pelayanan yang baik, hak untuk mendapatkan kenyamanan,
keselamatan dan keadilan, dan pelaku usaha harus memenuhinya.

B. Penerapan Klausula Baku di Tiket Parkir RSUP Dr. Kariadi Semarang
1. Ketentuan Klausula Baku
Didalam suatu perjanjian sehubung dengan adanya keinginan dari salah satu

pihak agar tidak mengalami kerugian terlalu besar, maka pengusaha berusaha

100 Wawancara dengan Adit Ketua Tim Parkir RSUP Dr. Kariadi Semarang, Kamis 25 Februari 2021
101 Wawancara dengan Nurul, Bidang Perpakiran di RSUP Dr. Kariadi Semarang, Selasa 16 Februari 2021
102 \Wawancara dengan Mulyadi, pengguna parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang, 16 Februari 2021
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menegakkan kerugian itu dengan jalan mencantumkan atau bahkan menghapuskan
sama sekali tanggungjawab terhadap kerugian tersebut.

Pada awalnya, klausula baku dalam perjanjian lahir demi mendukung
efektifitas dan efisiensi dalam bertransaksi. Namun dalam perkembangannya terdapat
pendapat yang mendukung keberadaan klausula baku berdasarkan diri pada fiksi
adanya kemauan dan kepercayaan dari para pihak yang mengikat diri dalam
perjanjian. Selain itu, secara konseptual juga didasarkan pada asas kebebasan
berkontrak dan kebiasaan, dan pendapat yang membolehkan klausula baku ini
dikarenakan dapat memudahkan transaksi. Dari sisi lain, terdapat yang memberikan
kritik terhadap adanya klausula baku dalam perjanjian mendasarkan diri pada
ketidakseimbangan kedudukan dan ketiadaan negoisasi dalam perjanjian. Serta
dengan pemberlakuan klausula baku akan ada pihak yang merasa dirugikan dan
merasa haknya direnggut. Penerapan klausula baku yang megakibatkan kerugian bagi
pihak yang lemah yaitu konsumen.

Di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pasal 1 ayat 10
mendefinisikan klausula baku sebagai aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang
dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang
dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi
oleh konsumen.

Pasal 18 ayat 1 UUPK tentang ketentuan pencantuman Kklausula baku
menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan jasa yang ditujukan
untuk diperdagangkan dilarang untuk membuat atau mencantumkan klausula baku
pada setiap dokumen dan atau perjanjian jika menyatakan pengalihan tanggung jawab
pelaku usaha. Kemudian pasal 18 ayat 2 UUPK mempertegas dengan menyatakan

bahwa klausula baku harus diletakkan pada tempat yang mudah terlihat dan jelas
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dapat dibaca dan mudah dimengerti, jika hal-hal yang disebutkan dalam ayat 1 dan
ayat 2 itu tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum.
Penerapan klausula baku di RSUP Dr. Kariadi Semarang berbentuk secara
tertulis, dimana di RSUP Dr. Kariadi Semarang klausula baku yang dicantumkan pada
tiket parkir pembayaran ditulis pada bagian bawah tiket, sehingga jika konsumen
tidak terlalu memperhatikan dan teliti tiket tersebut maka konsumen tidak akan
mengetahui adanya klausula baku yang ada di tiket RSUP Dr. Kariadi Semarang.
Klausula Baku yang diterapkan oleh pengelola parkir dari perjanjian bakunya
yang dituangkan di dalam tiket parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang yang berbunyi
“kerusakan & kehilangan barang dalam kendaraan jadi tanggung jawab pemilik
(tidak ada ganti rugi)”’, yang membuat klausula tersebut adalah pihak parkir sendiri
dan tersebut menurut pengelola parkir terbilang wajar karena banyak perusahaan yang
memakai atau mencantumkan kalausula baku seperti itu, dan RSUP Dr. Kariadi
adalah rumah sakit tersebesar sejawa tengah, banyak juga pasien, pengunjung keluar
masuk rumah sakit, dan banyak juga pasien yang berasal dari luar jawa tengah, jadi
dari pihak pengelola parkir mencantumkan klausula baku tersebut supaya pengguna
parkir atau konsumen membaca Kkarcis tersebut, lebih teliti dan waspada pada barang

yang dibawanya.



59

TIKET PARKIR

RSUPFP dr KARIADI
J1. dr Sutomo No.16. Semarang, Jawatengsh

2020-06-23 10:31:59

B

RANG DALAM KENDARAAN JADI

AN)
: 1K C(TIDAK ADA PENGGANTI
iy SARAN (024)8310150

ILANGAN BA

Klausula tersebut merupakan klausula yang sangat merugikan konsumen yang
umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha, karena
beban yang seharusnya dipikul oleh pelaku usaha dan dengan adanya klausula
tersebut akhirnya menjadi beban konsumen.

Pada sebuah perjanjian, jika kedudukan para pihak tidak seimbang maka pihak
yang lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk
menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian, dan dalam hal demikian pihak
yang memiliki posisi lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk
menentukan klausula-klausula tertentu, sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat
atau dirancang oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, karena format dan isi
perjanjian dirancang oleh para pihak yang kedudukannya lebih kuat dan oleh karena
yang merancang format dan isi perjanjian adalah pihak yang memiliki kedudukan
lebih kuat, maka dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut memuat klausula-
klausula yang menguntungkan baginya, atau meringankan bahkan menghapuskan

beban-beban dan kewajiban-kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi bebannya.
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2. System Transaksi Parkir

Pada artinya parkir merupakan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang
tidak bersifat sementara. Fasilitas parkir merupakan lokasi yang ditentukan sebagai
tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara atau penitipan guna
melakukan kegiatan lain pada kurun waktu tertentu.

Seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermontor pengelola parkir di
RSUP Dr. Kariadi Semarang lebih mengoptimalkan untuk menunjang factor-faktor
yang menjadi masalah pokok parkir, masalah pokok parkir meliputi dari pengelolaan
lahan, keamanan, kenyamanan, dan efektivitas sisitem parkir. Sistem parkir yang ada
di parkir RSUP Dr. Kariadi menggunakan E-elektronik yang sudah canggih berisikan
data-data pengguna kendaraa, dan sudah dilenggapi juga dengan kamera canggih yang
mampu mendeteksi plat nomer kendaraan. Apabila data telah terdaftar maka portal
parkir akan terbuka otomatis dan transaksi parkir tersimpan sedangkan apabila data
tidak terdaftar maka portal parkir akan tetap tertutup. Proses transaksi masuk dan
keluar parkir akan tersimpan otomatis kedalam database sistem yang dilengkapi juga
dengan foto kendaraan yang ditangkap saat masuk dan keluar menggunakan webcam.
Hasil pembacaan webcam ini dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti apabila
terjadi kehilangan, dan pencurian dan apabila saat keluar pengguna tidak bisa
menunjukan Kkarcis parkir atau hilang maka pengguna parkir harus menunjukkan
STNK kendaraan kepada petugas parkir untuk kemudian dipriksa kebenarannya.

Dalam system parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang ini para petugas lapangan
atau juru parkir memaki system sif-sifan, jadi setiap orang mendapatkan tugas sesuai
dengan jadwalnya. Dan setiap pos parkir dijaga oleh dua penjaga 1 (satu) pos penjaga
keluar parkir mobil dan 1 (satu) pos penjaga keluar parkir kendaraan. RSUP Dr.

Kariadi memiliki 10 pos atau titik keluar parkir kendaraan dan mobil. Cara penjagaan
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petugas dilakukan dengan membagi beberapa bagian tempat masing-masing yakni
sebagai berikut:

1. Penjaga pos pintu keluar parkir kendaraan berpakir.

2. Penjaga pos pintu keluar parkir mobil berpakir.

3. Petugas penjaga juru parkir kendaraan dan mobil.

3.tanggapan konsumen terhadap penerapan klausula baku

Konsumen mempunyai beberapa hak seperti hak untuk mendapatkan
pelayanan yang baik, hak untuk mendapatkan kenyamanan, keselamatan dan keadilan,
dan hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang

digunakan, dan pelaku usaha harus memenuhinya dan sedia untuk bertanggung jawab.

Pada tiket parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang mencantumkan klausula baku
yang berbunyi “kerusakan & kehilangan barang dalam kendaraan jadi Tanggung
Jawab pemilik (tidak ada penggantian)”. Kebanyakan pengguna parkir atau
konsumen tidak membaca tiket parkir tersebut dan tidak mengetahui apa itu klausula
baku, namun sebagian pengguna parkir atau konsumen ada yang mengetahui tentang
klausula baku. Dengan adanya klausula baku yang ada di tiket parkir tersebut sebagia
pengguna parkir atau konsumen lebih waspada terhadap barang yang dibawanya.
Menurut sudirman selaku pengguna parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang “bawah
untuk menjaga barang bawaanya pengguna parkir atau konsumen wajib waspada dan
berhati-hati dengan barang bawaanya, yang sangat penting dan berharga kalau barang
bawaan sangat penting dan harganya mahal harus dibawa, semisal contohnya helem,
kalau helem tersebut harganya mahal iya dibawa aja kedalam atau di tempat parkir

RSUP Dr. Kariadi ada tempat peninitipan helem”.1%

103 Wawancara Sudirman, Pengguna Parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang, 26 Maret 2021
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Tugas pengelola parkir adalah menjaga keamanan kendaraan konsumen yang
diparkirkan di area parkir yang dikelolanya dan menyerahkan kembali kendaraan
tersebut kepada konsumen dalam keadaan semula. Fungsi pengelola parkir untuk
menciptakan ketertiban dan keamanan di lahan parkir. Oleh karena itu konsumen
membayar parkir bukan untuk manyewa lahan parkir, melainkan untuk memperoleh
keamanan dan Kenyamanan atas kendaraanya. Tetapi selama ini banyak pengelola
parkir menolak bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan kendaraan dan atau
barang konsumen di area parkir yang dikelolanya. Selain itu pengelola parkir selalu

berlindung kepada klausula baku pengalihan tanggung jawab yang ada di tiket parkir.



BAB IV

ANALISIS PENCANTUMA KLAUSULA BAKU PADA TIKET PARKIR DI RSUP
Dr. KARIADI SEMARANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Analisis Pencantuman Klausula Baku pada Tiket Parkir di RSUP Dr. Kariadi
Semarang Perspektif Hukum Positif

Suatu ketentuan dalam perjanjian disebut sebagai klausula baku apabila
perjanjian dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha, konsumen tidak dilibatkan dalam
menentukan isi perjanjian, dibuat secara tertulis dan bersifat masal. Konsumen
terpaksa menerima karena didorong oleh keperluan atau kebutuhan didalamnya.
klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah
dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang
dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi
oleh konsumen,%

Hakikatnya klausula baku telah banyak berlaku di masyarakat. Pemberlakuan
klausula baku pada hakikatnya adalah bertujuan untuk memudahkan memberikan
pelayanan kepada mitra bisnis yang akan menggunakan produknya (barang dan atau
jasa). Meskipun praktik klausula baku tidak dapat dihindarkan, namun untuk
menertibkan penggunannya pemerintah telah memberikan batasan-batasan (larangan)
agar tidak merugikan konsumen.

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian
hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Meningkatkan kesadaran,
kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri mengangkat harkat

dan martabat konsumen meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam hal memilih,

104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen
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menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, menetapkan system
perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan
informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, menumbuhkan kesadaran pelaku
usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, sehingga tumbuh sikap jujur dan
bertanggung jawab dalam berusaha, meningkatkan kualitas barang dan jasa yang
menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa kesehatan, kenyamanan,
keamanan dan keselamatan konsumen.%®
Adapun jika terdapat kerugian yang diderita oleh pengguna jasa parkir, maka
undang-undang mengatur adanya upaya-upaya yang dapat dilakukan olehnya untuk
menuntut dari kerugiannya tersebut. Kehilangan kendaraan dilokasi parkir pasti tidak
diingkan pemiliknya. Dalam praktik, memang umum ditemui pengelola parkir yang
memasang klausula baku, ditiket parkir sebagai bentuk pengalihan tanggung
jawabnya atas kendaraan yang hilang atau barang yang hilang dalam kendaraan.
Konsumen dan pelaku usaha memiliki hak dan kedudukan yang sama dimata hukum,
hak dan kewajiban ini yang menjadi dasar acuan dalam perpakiran. Dalam Undang-
Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 mengenai hak dan kewajiban
konsumen sebagai berikut :
1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkomsumsi barang
dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa
tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas infomasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan

barang dan/atau jasa.

105 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3
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. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang
digunakan.

. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa
perlindungan konsumen secara patut.

. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif.

. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila
barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya.

. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.%®

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 18 tentang Perlindungan

Konsumen membahas mengenai ketentuan pencantuman klausula baku sebagai

berikut :

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditunjukan untuk

diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap

dokumen dan/atau perjanjian apabila :

a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang
yang dibeli konsumen.

c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang

yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oelh konsumen.

106 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4
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d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara
langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak
yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau
pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.

f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi jasa atau mengurangi
harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.

g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru,
tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh
pelaku usaha dalam masa konsumen memnfaatkan jasa yang dibelinya.

h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk
pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang
yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya
sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit
dimengerti.

3. Setiap kalusula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau
perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan

undang-undang ini.%’

Dari ketentuan pecantuman kalusula baku diatas bahwasanya klausula baku yang
dibuat oleh pelaku usaha atau pihak parkir di RSUP Dr. Kariadi semarang yang

berbunyi “kerusakan & kehilangan barang dalam kendaraan jadi Tanggung Jawab

107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 18 ayat 1, 2 dan 3
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pemilik (tidak ada penggantian)”. Pencantuman klausula baku diatas bertentang
dengan pasal 18 ayat (1) huruf a dan (2) UUPK No 9 Tahun 1999 dimana klausula
baku tersebut sebagai pengelakan, pembatasan serta mengalihakan tanggung
jawabnya kepada konsumen tentu tidak dibenarkan dengan alasan apapun dan dapat
dikategorikan sebagai tindak pidana. Sebenaranya harus menjadi tanggung jawab
pelaku usaha atau pihak parkir. Hak-hak tuntutan konsumen yang dibatasi klasula
tentu tidak memberikan jaminan kepada konsumen parkir dalam hal ganti rugi. Jika
konsumen atas kelalain pelayanan mereka, klausula yang tercantum dalam tiket tanda

parkir kendaraan tidak dibutuhkan keberadaanya.

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam pasal 62 ayat 1, pelaku usaha yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13
ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) hur a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan pasal
18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda

paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliyar rupiah)®®

Dalam klausula baku yang di buat oleh pelaku usaha atau pihak parkir di RSUP
Dr. Kariadi Semarang juga bertentang dengan pasal 18 ayat 2 UUPK bahwa klausula
baku tersebut letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas,
atau yang pengungkapannya sulit dimengerti oleh konsumen atau pengguna parkir.
Sesuai dengan Pasal 18 ayat 3 UUPK penerapan Klausula yang mengalihkan
tanggung jawab seperti yang tertera dalam tiket parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang

adalah batal demi hukum.

108 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 62 ayat 1
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Menyatakan perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan atau kelalaian yang
melanggar hak orang lain, tetapi juga perbuatan atau kelalaian yang bertentangan
dengan kewajiban hukum si pelaku itu sendiri. Klausula baku tidak bisa memberi
kekuatan kepada pihak pelaku usaha atas kelalaian yang mereka perbuat sewaktu-
waktu, dan dari akibat perbuatan melawan hukum akan ada tanggung jawab secara

perdata sesuai pasal 1365 sampai pasal 1367 KUH Perdata.®®

Dalam hal parkir sebagai perjanjian penitipan barang, hilangnya kendaraan milik
konsumen atau pengguna parkir menjadi tanggung jawab pihak pengelola parkir
sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan pasal-pasal 1365, 1366, dan 1367

KUH Perdata yang berbunyi :

Pasal 1365 “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada

pihak lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,

mengganti”. 1

Pasal 1366 “setiap orang bertanggung jawab tidak sengaja untuk kerugian yang
disebabkan karena perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena

kelalaian atau kurang hati-hatian ” 't

Pasal 1367 ‘“seseorang tidak sengaja bertanggung jawab untuk kerugian yang
disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian karena
perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang

yang berada dibawah pengawasannya”. *?

109 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama, 2009, him 72
10 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365
11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1366
112 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1367
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Ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen khususnya mengenai
pencantuman klausula baku merupakan cara preventif dari pemerintah bagi perilaku
usaha yang dapat menimbulkan akibat-akibat buruk yang mungkin timbul apabila
setiap pelaku usaha menggunakan kebebasan yang tidak terbatas. Karena tujuan suatu
bisnis adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi

perusahannya, walaupun terkadang merugikan masyarakat.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen bukan saja merupakan landmark
legislation bagi upaya perlindungan konsumen tetapi juga upaya menegakkan etika
bisnis dikalangan pelaku usaha sendiri. Pelaku usaha diharapkan memberikan
perhatian lebih serius pada aspek hukum dan perundang-undangan beserta
penegaknya. Hal ini sejalan dengan kewajiban-kewajiban pelaku usaha yang diatur

dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, antara lain :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan
pemeliharaan.

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif.

4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan
berdasarkan ketentuan dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar
mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji. Dan/atau mencoba barang
dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang

dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
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6. Memberi kompensasi, gantu rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan.

7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau

jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.!*3

Dari penjelasan diatas bahwa dengan adanya Undang-undang Perlindungan
Konsumen No. 8 Tahun 1999 diharapkan posisi konsumen yang lemah dapat
dilindungi secara hukum. Akan tetapi dalam penerapannya Undang-Undang
Perlindungan Konsumen NO. 8 Tahun 1999, khususnya pasal 18 belum berjalan
sebagaimana mestinya yang kita harapkan bersama. Masih saja ada pelaku usaha yang
belum mengubah atau bahkan enggan untuk mengubah ketentuan klausula baku
dalam tiket parkir kendaraan. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan akan system

adminitrasi yang standal, cepat, dan efisien.

. Analisis Pencantuman Klausula Baku pada Tiket Parkir di RSUP Dr. Kariadi
Semarang Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum islam perjanjian disebut Akad, Akad merupakan perbuatan
yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing,
maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan ijtihad yang diwujudkan oleh akad
tersebut. Akad tidak akan terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak
tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak
yang tercermin dalam ijab dan kabul. Akad mempunyai rukun yaitu adanya aqid
(orang yang melakukan akad), ma’qud (benda-benda yang diakadkan), ma’qud alaih

(tujuan mengadakan akad tersebut) dan shigat al’aqad (ijab dan gabul).!**

113 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen pasal 7
114 Harun, Figh Muamalah, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 31
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Adapun akad mempunyai asas-asas diantaranya sebagai berikut :

1.

Asas Ibahah atau asas sebab yang halal, bahwa segala tindakan muamalah adalah
sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu.

Asas Kebebasan, islam memberikan kebebasan kepada para pihak dalam membuat
suatu perjanjian, sepanjang tidak bertentang dengan syari’at.

Asas Konsensuakisme, akad (perjanjian) cukup dengan terciptanya kata sepakat
antara pihak, tidak boleh ada tekanan, penipuan, misstatement.

Asas Mengikat, bahwa perjanjin akad itu mengikat dan wajib dipenuhi.

Asas Keseimbangan, bahwa segala tindakan muamalah melarang transaksi riba.
Asas Maslahah, bahwa setiap transaksi muamalah yang dilakukan para pihak
harus bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemadhorotan
(kerugian) atau keadaan yang memberatkan.

Asas Amanah, bahwasanya masing-masing pihak beriktikad baik dalam
bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak tidak
mengetahui akadnya.

Asas Keadilan, bawasanya keseimbangan dan keadilan di antara para pihak dalam

perjanjian, dimana salah satu pihak tidak dibenarkan menekan pihak lain.'*®

Dari beberapa asas akad tersebut bawasanya klausula baku yang dibuat oleh

pelaku usaha di RSUP Dr. Kariadi Semarang, klausula yang berbunyi “kerusakan &

kehilangan barang dalam kendaraan jadi Tanggung Jawab pemilik (tidak ada

penggantian)” merupakan perjanjian yang sepihak yang dibuat oleh pengelola parkir

itu sendiri. Klausula tersebut bertentangan dengan Asas Ibahah dan Asas Keadilan

dimana klausula tersebut dibuat secara sepihak dan tidak adanya unsur keseimbangan

antara konsumen dan pelaku usaha, karena klausula tersebut merupakan pernyataan

115 Harun, Figh Muamalah, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 33-37
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pengalihan tanggung jawab yang seharusnya ditanggung oleh pengelola parkir bukan
kepada pemilik kendaraan atau konsumen. Meskipun pada, umumnya klausula
tersebut tidak mengikat namun klausula sifatnya tertulis, maka klausula tersebut tetap

bisa dikatakan tidak sesuai dan bertentangan dengan asas akad tersebut.

Jadi, pencantuman atau penerapan kalusula baku di tiket parkir RSUP Dr. Kariadi
Semarang tidak sesuai dengan asas-asas yang diberlakukan dalam perjanjian syariat,
oleh karenanya pengelola parkir harus lebih teliti dalam merumuskan dan menetapkan
klausula di tiket parkir tersebut. Ada beberapa macam akad syariah yang digunakan di
bidang perpakiran, peneliti hanya memfokuskan kepada akad Al-Wadi’ah dan akad

Al-ljarah .

Menurut Mazhab Hanafi akad Wadi’ah adalah pemberian kewenangan dari
seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya atau barang titipanya, baik
disampaikan secara terang-terangan dengan ucapan maupun dengan secara tidak
langsung. Barang yang diserahkan tersebut merupakan amanah yang harus dijaga
dengan baik, meskipun ia tidak menerima imbalan.'*® Rukun akad Wadiah menurut
Mazhab Hanafi adalah shighat, yakni ijab dan kabul. Sedangkan menurut ulama,

rukun wadi’ah itu ada empat yaitu :

1. Benda yang dititipkan (wadi’ah atau muwada)
2. Shighat (ijab dan kabul)
3. Orang yang menitipkan (wadi)

4. Orang yang dititipkan (muwadi)**’

116 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dlam Islam Flgh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2003), 248-249
17 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalah (Jakarta: Amzah, 2010), 459
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Berdasarkan penjelasan di atas bahwasanya, akad yang diterapkan dalam
pelaksanaan parkir termasuk dalam akad wadiah/titipan, karena jika dilihat dari segi
praktiknya pengelola parkir atau pihak parkir atau juru parkir bertugas untuk menjaga
harta barang konsumen termasuk sepeda montor, helm dan lainnya, jadi pengelola
parkir atau pihak parkir adalah orang yang dititipkan (muwada’) dan konsumen atau
pengguna parkir merupakan orang yang menitipkan (muwaddi’), dan jika konsemen
atau pengguna parkir (muwaddi’) itu menyerahkan barangnya kepada juru parkir
(muwada’) maka terjadilah Ijab Qabul kerana kedua belah pihak didasarkan ketentuan

yang telah disepakati. Al- Wadi’ah ada dua macam yaitu sebagi berikut :

1. Al-wadi’ah yad al-dhamanah, ialah penitipan barang kepada pihak lain yang
selama belum dikembalikan kepada penitip/pemilik, pihak yang menerima titipan
dibolenkan memanfaatkan barang titipan dan kepada pemilik dapat diberi bonus
yang tidak disyaratkan sebelumnya. Akan tetapi, jika suatu barang yang dititipkan
itu mengalami rusak atau hilang maka penerima titipan harus bertanggung jawab.

2. Al-wadi’ah yad al-amanah, ialah penitipan barang kepada pihak lain dan barang
tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan. Jika apabila terjadi
kerusakan maka pihak penerima titipan tidak harus beranggung jawab atas
kerusakan tersebut atau titipan murni. Tetapi sebagai konvensasi tanggung jawab

pemelihara penitipan dapat dikenakan biaya penitipan.®

Dari segi perpakiran menggunakan Al-Wadi’ah al-amanah karena pihak parkir

tidak boleh memnfaatkan barang si pengguna parkir dan pihak parkir tidak harus

283

118 Ridwan Nurdin, Figh Muamalah (Sejarah, Hukum, dan Perkembangannya), (Banda Aceh: PeNA, 2014), 282-
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bertanggung jawab barang yang dititipkan, akan tetapi jika kelalaian dan kecerobohan

dari peihak parkir maka harus bertanggung jawab barang dari pennguna parkir.!°

Pada dasarnya akad Al-Wadiah merupakan amanat bagi yang menerima barang
titipannya dan wajib menjaga dan mengembalikannya jika barang titipanya diambil

pemiliknya. Berdasarkan Firman Allah SWT :
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“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang
penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai
itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada
Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena
barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah

Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Bagarah : 283)'%

Adapun dasar Hukum Wadi’ah juga terdapat hadist Nabi Saw :
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119 Zaenul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syari’ah, (Jakarta: Anggota IKAPI, 2002), 29.
120 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2017), 49
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s alu g ade Al L all) Jpu) 08 : 08 ade ALl a8 08

(2502 5 o)) ST Fa BAS Yy SR a ) ALY
“dari Abu Hurairah ia berkata: Rasululluh Saw bersabda: Tunaikanlah
amanah kepada orang yang mempercayakannya (menitipkan) kepadamu dan
janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. (HR. At-
Tirmidzi dan Abu Dawud dan ia menghasankannya, dan hadits ini juga

dishahihkan oleh Hakim) " *?

Maksut dari ayat dan hadist diatas adalah bahwasanya orang yang menerima
titipan (muwaddi’) harus menjaga dan memelihara barang yang dititipi oleh penitip
(wadi’), namun orang yang menerima titipan tersebut tidak berhak atau menjamin
jika barang tersebut rusak atau hilang tidak sengaja atau lalai dalam mengawasi titipan
barang tersebut, tetapi jika barang titipan tersebut rusak atau hilang atas kecerobohan
atau kelalaian dari orang yang dititipi (muwadd’) maka berhak memberi jaminan atau

ganti rugi atas hilang atau rusak barang tersebut.

Ibnu taymiyah juga menjelaskan apabila seseorang yang memelihara benda-benda
titipan mengaku bahwa benda-benda titipan ada yang mencuri, sementara hartanya
yang ia kelola tidak ada yang mencuri, maka orang yang menerima benda-benda
titipan tersebut wajib menggantinya. Pendapat Ibnu Taymiyah ini berdasarkan pada
atsar bahwa Umar r.a pernah meminta jaminan dari Anas bin Malik ra ketika barang
titipannya yang ada pada Anas r.a dinyatakan hilang sedangkan harta Anas sendiri

122

masih ada.*** para fuqaha sepakat menyatakan bahwa akad wadi’ah bersifat mengikat

bagi kedua belah pihak yang melakukan akad. Jadi perlu juga diperhatikan pula

121 Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asgolani, Bulugul Marom, (Darul Akmal: Surabaya, 1432), 182
122 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014) , 185
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hukum menerima barang titipan. Hukum menerima barang titipan titipan dapat

dikategorikan sebagai berikut:

a. Sunnah, disunahkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya
bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. Wadi’ah
adalah salah satu bentuk tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam
Al-Qur’an, tolong-menolong secara umum hukumnya sunnah. Hal ini dianggap
sudah menerima benda titipan ketika ada orang lain yang pantas pula untuk
menerima titipan.

b. Wajib, diwajibkan menerima barang-barang titipan bagi seseorang yang percaya
bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga barang-barang tersebut, sementara
orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara barang-
barang tersebut.

c. Haram, apabila seseorang tidak kuasa/mampu dan tidak sanggup memelihara
barang-barang titipan, sebab dengan menerima barang-barang titipan, berarti
memberikan kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau hilangnya barang-
barang titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.

d. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu
menjaga barang-barang titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada
kemampuannya, maka bagi orang yang seperti ini dimakruhkan menerima barang-
barang titipan sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan

dengan cara merusak barang-barang titipan atau menghilangkannya.'

Jadi dari penjelasaan diatas bahwasanya penitip sepeda montor (konsumen)
berhak menuntut jaminan atau kerugian yang dialaminya ketika barang atau sepeda

montornya hilang atau rusak atas kelalaian dan keteledoran dari pengelola parkir, dan

123 Abu Azam Al Hadi, Fikih Muamalah Kontemporer, (Depok: Rajawali Pres, 2017), 186-187
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dari pihak parkir itu wajib mengganti biaya kerugian yang dialami oleh konsumen.
Orang menyatakan dan menetapkan suatu lahan sebagai tempat parkir mengendaki
beberapa kendaraan terparkir di area tersebut berarti mempunyai bahwa dirinya
sanggup menerima dan menjaga kendaraanya yang diamanahkan kepadanya.
konsumen mempunyai beberapa hak diantaranya hak untuk mendapatkan pelayanan
yang baik, hak untuk mendapatkan kenyamanan, keselamatan dan keadilan, dan
pelaku usaha harus memenuhinya. Namun ketika salah satu dari pihak tidak terpenuhi

maka ada kesalahan terkait tanggung jawab yang dijalankan oleh pelaku usaha.

Menurut pihak pengelola parkir di RSUP Dr. Kariadi Semarang juga bisa
menggunakan Akad Al-ljarah. Menurut Mazhab Hanafi Akad Al-ljarah adalah
transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Menurut Mazhab Syafi’iyah Akad
Al-ljarah adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju,
tertentu bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan
tertentu. Jadi Akad Al-ljarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa
melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikian
(ownership/milkiyyah) atau barang itu sendiri.’®* Rukun Akad Al-ljarah Menurut
Hanafiyah rukun al-ijarah hanya satu yaitu ijab dan gabul dari dua belah pihak yang

berinteraksi. Adapun meneurut Jumhur Ulama rukun akad ijarah yaitu :

1. Pihak-pihak yang berakad, yakni (Musta jir)
2. Sighat yaitu (ljab dan Qabul)
3. Sewa atau imbalan (Ujrah)

4. Objek akad, (ma jur)*?®

Al- ljarah mempunyai dua macam vyaitu sebagai berikut :

124 Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan&Spiudin Shidiq , Figh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2010),277
125 Murtadho Ritwan, “A4l-ljarah Al-Mutanagishah: Akad Alternative Untuk Pemberdayaan Tanah Wakaf”, Jurnal
Ekonomi Syariah, vol. 3, No. 1, Juni 2015, 148
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1. ljarah manfaat (Al-ljarah ala al-Manfa’ah), berhubungan dengan sewa jasa, yaitu
memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa.
Pihak yang memperkerjakan disebut musta’jir, pihak pekerja disebut ajir, upah
yang dibayarkan disebut ujrah.

2. ljarah yang bersifat pekerjaan (Al-ljarah ala Al-‘Amal), berhubungan dengan
sewa asset atau property, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau
property tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. ljarah ini
memperkerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. Mu’jir adalah orang yang
mempunyai keahliaan,tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian musta’jir adalah pihak
yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu.
Mu’jir mendapatkan upah (ujrah) atas tenaga yang ia keluarkan untuk musta’jir

mendapatkan tenaga atau jasa dari mu’jir.1?

Jadi Pihak parkir di RSUP Dr. Kariadi dari penjelasan diatas bahwasanya pihak
pengelola parkir hanya menyewakan lahan tahannya saja, dan pengunjung sebagai
penyewa (musta’jir). Jika objek perjanjian sewa-menyewa yang dikenendaki adalah
manfaat dari suatu lahan, maka jenis ijarah ini dikategorikan sebagai ijarah ‘ala al-
manafi (ijarah yang bersifat manfaat). Hal ini seolah-olah pengelola parkir
mengalihkan tanggung jawab mereka apabila lalai dalam melakukan pekerjaanya,
kalusula yang berbunyi “kerusakan & kehilangan barang dalam kendaraan jadi
Tanggung Jawab pemilik (tidak ada penggantian)”. Karena objek akad Al-ljarah
berupa manfaat tanah maka pengelola parkir sebagai (mu’jir) orang yang

menyewakan, dan tidak bertanggung jawab barang-barang milik konsumen.

126 Harun Sunantoso dan Anik, “Analisi Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah”, Jurnal llmiah Ekonomi
Islam, vol. 01, No. 02, 2015, 108-109.
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Penerapan klausula baku tersebut tidak memberikan kemaslahatan bagi pihak
lainnya dengan memikul tanggung jawab yang seharusnya bukan menjadi
kewajibannya. Para pihak dalam perjanjian mendapatkan apa yang menjadi haknya
dan melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Allah SWT berfirman dalam Al-

Qur’an :
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“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya

dan janganlah membuat kerusakan di bumi” (Q.S. Asy-Syu’ara : 183)

Maksut dari ayat diatas adalah bawasannya pelaku usaha tidak boleh mengalihkan
tanggung jawabnya kepada konsumen, yang seharusnya menjadi tanggung jawab
pelaku usaha, karena konsumen mempunyai hak mendapatkan pelayanan yang baik,
hak untuk mendapatkan kenyamanan, keselamatan dan keadilan, dan pelaku usaha

harus memenuhinya.

Jadi dari penjelasan diatas bawasanya Allah SWT memerintahkan agar setiap
orang beranggung jawab terhadap setiap perbuatannya yang telah menjadi tanggung
jawab baginya, dan tidak melepas atau mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada
pihak lain. Setiap orang akan dimintai pertanggung jawaban dari setiap perbuatannya.
Orang-orang yang melaksanakan tanggung jawabnya tersebut akan memperoleh

keuntungan dan balasan dari Allah.

Pencantuman klausula baku tersebut bertentangan dengan aturan-aturan dalam
Al-Qur’an, Hadist dan asas-asas akad, karena pelaku usaha mengurangi atau

mengalihkan tanggung jawab atau jaminan ganti rugi yang semestinya menjadi
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kewajibannya, disini jelas bahwa salah satu pihak mempunyai posisi kuat dan pihak

lainnya lemah.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Melihat hasil kesimpulan dan pembahasan diatas yang sudah dianalisis maka
peneliti menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perspektif Hukum Positif, bahwa pada prinsipnya Undang-Undang Perlindungan
Konsumen tidak melarang pelaku usaha untuk membuat klausula baku atas setiap
dokumen dan/atau jasa, selama dan sepanjang klausula baku tersebut tidak
mencantumkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
perlindungan Konsumen. Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang
perlindungan Konsumen Khususnya di dalam Pasal 18 Undang-Undang
Perlindungan Konsumen pada penerapan kalusula baku pada layanan jasa parkir
di RSUP Dr. Kariadi Semarang yang dituangkan dalam bentuk tiket parkir yang
berbunyu “kerusakan dan kehilangan barang dalam kendaraan jadi tanggung
jawab pemilik (tidak ada penggantian)”. Bahwa tidak sesuai dengan peraturan
yang berlaku dan bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Pasal 18 ayat 1 (a), 2 dan 3 telah di jelaskan bahwa pelaku usaha dilarang
mencantumkan mengenai pengalihan tanggung jawab, dan klausula baku yang
tertera di tiket parkir RSUP Dr. Kariadi Semarang adalah batal demi hukum
karena melnggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat 1 dan 2.
Dan apabila pelaku usaha yang melanggar Pasal 18 akan dipidana dengan pidana
denda paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.
2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

2. Perspektif Hukum Islam, bahwa klausula baku yang di cantumkan di tiket parkir
RSUP Dr. Kariadi Semarang tidak sesuai dengan akad asas-asas syari’ah yang

berlaku, dimana perjanjian tersebut adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh

81



82

salah satu pihak saja, di dalam asas-asas akad syari’ah dijelaskan bahwa akad
yang dijalankan dalam berinterkasi harus sesuai dengan syariat isalam.
Diantaranya asas Ibahah atau sebab yang halal, asas kebebasan, asas keadilan.
Perjanjian penitipan barang termasuk kedalam akad wadi’ah dimana penyedia
layanan jasa parkir di RSUP dr.Kariadi Semarang seharusnya menunaikan amanat
dengan hati-hati dan tidak menghianati pihak yang menitipkan atau konsumen.
B. Saran
Adapun beberapa hal yang dapat dijadikan saran dari hasil penelitian yang telah
dilakukan ini adalah:

1. Berdasarkan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam
seharusnya pihak pengelola parkir perlu merumuskan kembali klausula baku yang
ada di tiket parkir RSUP Dr. Kariadi Semarang sebagai mestinya yang telah diatur,
sehingga tidak melanggar hukum , baik Undang-Undang Perlindungan Konsumen
maupun Hukum Islam. Sehingga kegiatan muamalah yang terjadi tak hanya sebatas
kegiatan bermualmalah namun menjadi kegiatan yang bernilai ibadah di hadapan
Allah SWT.

2. Pengelola parkir harus mampu bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas
hilangnya kendaraan yang diparkirkan di tempatnya, pengelola parkir tidak dapat
dapat merujuk pada klausula baku, yaitu bahwa pihak parkir tidak bertanggung
jawab atas terjadinya kerusakan atau kehilangan kendaraan yang di parkirkan
ditempatnya. Pengelola tempat parkir tidak boleh melepaskan tanggung jawab
begitu saja.

2. Kepada konsumen untuk lebih teliti dan membaca dalam memperhatikan letak dari

isi dari klausula baku yang ada di tiket parkir RSUP Dr. Kariadi Semarang.
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